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Kata Pengantar 
 

 

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LkjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kota Yogyakarta Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. LKjIP BPBD Kota 

Yogyakarta Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi 

dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai  

media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui 

pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis 

pengukuran kinerja. 

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian 

instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis 

berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi 

bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan 

berkelanjutandi masa mendatang. 
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Ikhtisar Eksekutif 
 

 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) BPBD Tahun 2021 ini merupakan bentuk 

pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja BPBD yang memuat rencana, capaian, dan realisasi 

indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra BPBD 

Tahun 2017-2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, 

kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. 

Ringkasan prestasi kinerja BPBD yang dihasilkan di tahun 2021, digambarkan dalam realisasi 

sasaran strategis, yakni Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana. Sampai dengan 

akhir Bulan Desember 2021, realisasi indikator sasaran strategis BPBD adalah 88,46% atau memiliki 

tingkat capaian 100%. 

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja BPBD juga ditunjukkan oleh 

pencapaian target kinerja Program Penanggulangan Bencana. Program Penanggulangan Bencana 

memiliki 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu Persentase Kampung Tangguh Bencana (KTB), Persentase 

korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap 

darurat lengkap dan Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan 

akibat bencana sesuai hasil verifikasi. Pada tahun 2021, realisasi capaian 3 (tiga) indikator kinerja 

program BPBD telah mencapai 100%.  

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran 

menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi BPBD ke depan, sebagai 

berikut: 

- Berakhirnya dokumen KRB dan RPB Kota Yogyakarta di tahun 2022, harus menjadi prioritas 

dalam rencana kegiatan di tahun anggaran 2022. 

- Belum semua sarana dan prasarana peralatan kesiapsiagaan bencana di Kota Yogyakarta 

terpenuhi berdasarkan standar nasional, antara lain EWS untuk ancaman bencana gempa 

bumi dengan indeks risiko tinggi di Kota Yogyakarta menurut IRB 2020 belum terpasang. 

- Pengelolangan database kebencanaan di Kota Yogyakarta masih bersifat manual dan 

sporadik yang belum terintegrasi lintas sektoral dalam satu sistem, terutama integrasi 

dnegan database penduduk miskin dan rentan, termasuk pengelolaan logistik dan bantuan 

bencana kepada masyarakat.   

- Dukungan peningkatan kapasitas masyarakat dalam bentuk Satuan Pendidikan Aman 

Bencana belum berjalan optimal, dimana dari 268 sekolah SD dan SMP yang ada di Kota 

Yogyakarta baru terbentuk 8 SPAB.  
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BAB 1 

Pendahuluan 
 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 dilaksanakan 

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan 

Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota 

Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. 

 

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di 

Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Tahun 2021 diharapkan 

dapat: 

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan 

seharusnya dicapai oleh BPBD. 

2. Mendorong BPBD didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang 

didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPBD untuk meningkatkan kinerjanya. 

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap BPBD di dalam pelaksanaan 

program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

 

1.1 Struktur Organisasi 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kota Yogyakarta jo. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 120 

Bab 1 Berisi : 

 

1. Struktur 

Organisasi 

2. Fungsi dan Tugas 

3. Isu Strategis 

4. Keadaan Pegawai 

5. Keadaan Sarana 

dan Prasarana 

6. Keuangan 

7. Sistematika LKj IP 
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Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta, merupakan unsur pelaksana 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut: 

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
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1.2 Fungsi dan Tugas 

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2020 menetapkan bahwa BPBD 

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan 

tugas pembantuan di bidang penanggulangan bencana. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPBD mempunyai fungsi: 

1. penyelenggaraan perencanaan penanggulangan bencana; 

2. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana; 

3. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Badan; 

4. penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; 

5. penyelenggaraan pengelolaan data informasi komunikasi kebencanaan; 

6. penyelenggaraan kedaruratan dan pengelolaan logistik; 

7. penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi; 

8. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Badan; 

9. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan 

fungsional pada Badan; 

10. penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi Badan; 

11. penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan; 

12. penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona 

integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Badan; 

13. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; 

14. penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan 

pelaksanaan tugas Badan; dan 

15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Badan. 

 

1.3 Isu-isu Strategis 

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu 

menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. 

Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan 

internal. Isu Strategis yang melingkupi BPBD, antara lain sebagai berikut: 

1. Sinergisitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara pemerintah, swasta 

dan masyarakat belum maksimal; 

2. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana terutama pada daerah rawan 

bencana belum sepenuhnya terlaksana; 

3. Belum memadainya sarana dan prasarana penanganan bencana baik secara kuantitas 



4 
 

maupun kualitas; 

4. Belum terpenuhinya SDM yang memiliki kompetensi yang mumpuni dalam penanggulangan 

bencana; 

5. Belum memadainya kualitas ruang penyimpanan logistik dan peralatan kedaruratan 

bencana; 

6. Belum adanya standarisasi yang dituangkan dalam peraturan daerah mengenai besaran 

kompensasi yang diberikan atas kerusakan akibat bencana. 

 

1.4 Keadaan Pegawai 

1.4.1. Kondisi  Riil  Pegawai   Berdasarkan   Jabatan,   Golongan,   Tingkat   Pendidikan   dan   Jenis  

Kelamin 

Jumlah personil yang ada per Desember 2021 sebanyak 21 (dua puluh satu) orang yang 

terdiri dari 16 orang ASN dan 5 orang CASN. Untuk rincian personil ASN dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 1.1. ASN BPBD Berdasarkan Jabatan dan Golongan 
 

No Kategori 
Golongan/Ruang 

II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/a 

1. Eselon II b          

2. Eselon II a         1 

3. Eselon III a       2   

4. Eselon III b        1  

5. Esselon IV a     2 3 1   

6. Fungsional 

Umum 

5 2 2 1  1    

 Jumlah 5 2 2 1 2 4 3 1 1 

 

Tabel 1.2. ASN BPBD Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan 
 

 

No 

 

Kategori 

Jenis Kelamin Pendidikan 

P L SMP SMA D3 S1/ 

D.IV 

S2 

1. Eselon II b        

2. Eselon II a 1      1 

3. Eselon III a 2      2 

4. Eselon III b 1      1 

5. Esselon IV a 4 2    3 3 

6. Fungsional 

Umum 

5 6  2 5 4  

 Jumlah 14 8 0 2 5 7 7 
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1.4.2. Jumlah Ideal Pegawai Dibandingkan Dengan Beban Kerja 

Dibandingkan dengan Formasi Hasil Analisis Jabatan kebutuhan ASN dan Formasi Eksisting 

ASN di BPBD, masih mengalami kekurangan ASN sejumlah 50 personil. Gap antara jumlah 

personil BPBD berdasarkan Hasil Analisis Jabatan dengan Eksisting tergambar pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 1.3. Rekapitulasi Pemenuhan Anjab Tahun 2021 

No. Nama Jabatan 

Jumlah 

Pegawai 

sesuai Anjab 

Pemenuhan 

Anjab 

1 Kepala     

2 Kepala Pelaksana 1 1 

3 Sekretaris 1 1 

4 Keapala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1 1 

5 Analis Tata Usaha 1 - 

6 Pengelola Teknologi Informasi 1 - 

7 Pengadministrasi Umum  1 - 

8 Pengadministrasi Kepegawaian 1 - 

9 Pengadministrasi Sarana Prasarana 1 - 

10 Pramu Bakti 1 - 

11 
Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi 

Dan Pelaporan 
1 1 

12 Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 1 - 

13 Bendahara 1 1 

14 Pengolah Data Laporan Kas 1 1 

15 Verifikator Keuangan 2 - 

16 Pengelola Akuntansi 1 1 

17 Pengadministrasi Perencanaan dan Program  1 - 

18 
Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan Dan Data 

Informasi Komunikasi Bencana 
1 1 

19 Sub Koordinator Pencegahan Dan Kesiapsiagaan  1 1 

20 Analis Mitigasi Bencana 1 1 

21 Penyuluh Bencana  1 - 

22 Pengolah Bahan Rencana Penanggulangan Bencana 1 - 

23 Pranata Bencana   12 2 

24 
Sub Koordinator Data Dan Informasi Komunikasi 

Bencana 
1 1 

25 Analis Data dan Informasi 1 - 

26 Pengolah Informasi dan Komunikasi 1 - 

27 Pranata Bencana 12 2 

28 
Kepala Bidang Kedaruratan Logistik Dan Rehabilitasi 

Rekonstruksi 
1 1 

29 Sub Koordinator Kedaruratan Dan Logistik 1 1 

30 Analis Bencana 1 - 
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No. Nama Jabatan 

Jumlah 

Pegawai 

sesuai Anjab 

Pemenuhan 

Anjab 

31 Pengelola Logistik 1 - 

32 Pengolah Bahan Rencana Penanggulangan Bencana 1 - 

33 Pranata Bencana 12 1 

34 Sub Koordinator Rehabilitasi Dan Rekonstruksi 1 1 

35 Analis Bencana  1 1 

36 Analis Kerusakan Fisik dan Bangunan 1 - 

37 Konselor 1 - 

38 Pengolah Bahan Rencana Penanggulangan Bencana 1 1 

  JUMLAH 71 21 

 

Dengan adanya keterbatasan personil ASN dan CASN yang ada di BPBD, maka pada tahun 

2021, BPBD Kota Yogyakarta juga dibantu oleh 74 orang tenaga teknis perorangan, yang 

penempatan masing-masing tenaga teknis sebagai Tenaga Teknis Administrasi 3 orang, 

Tenaga Teknis Pendamping Kesiapsiagaan 2 orang, Tenaga Teknis Pusdalops PB Admin 8 

orang, Tenaga Teknis Pusdalops PB 4 orang, Tenaga Teknis Pendamping PB 15 orang, 

Tenaga Teknis Administrasi Darlog 1 orang, Tenaga Teknis Administrasi Rehab Rekon 1 

orang, Tenaga Teknis Pengemudi Mobil Jenazah 16 orang dan Tenaga Teknis Tim Reaksi 

Cepat 24 orang. 

 

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta menempati gedung milik 

Pemerintah Kota Yogyakarta, yang berlokasi di Jalan Gambiran Nomor 26, Pandeyan, Kotagede, 

Kota Yogyakarta dengan luas bangunan 518 m2 dan dengan kelengkapan sarana dan prasarana 

yang ada: 

Tabel 1.4. Kelengkapan Sarana dan Prasarana BPBD 
 

NO NAMA BARANG 
KONDISI 

(B/BR/RB) 

 JUMLAH 

BARANG  

 NILAI BARANG 

(RP.)  

1 Penyemprot Mesin (Power Sprayer) Baik              61          43,800,000  

2 Alat Penghancur Kertas Baik                 1            4,375,000  

3 Printer (Peralatan Personal Komputer) Baik                 2            6,000,000  

4 Scanner (Peralatan Personal Komputer) Baik                 1            3,415,000  

5 Portable Generating Set Baik              15       148,830,000  

6 Pompa Air Baik              15          81,675,000  

7 Gergaji Chain Saw Baik              20       117,727,500  

8 Papan Pengumuman Baik            643          96,701,990  

9 P.C Unit Baik                 2          12,540,000  

10 Kipas Angin Baik                 2          10,200,000  

11 Handy Talky (HT) Baik              93      128,386,500  

12 Tali Kamantel Static Baik                 2            6,900,000  
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NO NAMA BARANG 
KONDISI 

(B/BR/RB) 

 JUMLAH 

BARANG  

 NILAI BARANG 

(RP.)  

13 Tali Kamantel Dinamic Baik                 3            4,455,000  

14 Seat Harness Baik                 3           1,402,500  

15 Prusik Baik                 2            1,468,500  

16 Pulley Baik                 3            1,943,700  

17 Descender Figure og Eight Baik                 6            1,650,000  

18 Carabiner Non Screw Baik              15            2,326,500  

19 Webbing Baik                 1               990,000  

20 Mesin Pel/Poles Baik              22          55,000,000  

21 Helmet Baik                 9            1,881,000  

22 Back Pack/Ransel Baik                 3              330,000  

23 Tandu Baik              15          22,500,000  

24 Sarung Tangan Pelindung (Alat Pelindung 

Lainnya) 

Baik                9            1,485,000  

25 Kursi Putar Baik                 3            2,800,000  

26 Lemari Kayu Baik                 1            6,800,000  

27 Meja Kerja Kayu Baik                 6          16,500,000  

28 Meja Rapat Baik                 5          18,880,000  

29 Kursi Rapat Baik              10          13,000,000  

30 Kursi Biasa Baik                 7            3,150,000  

31 Sepeda Motor Roda Tiga Baik              15       442,500,000  

32 Rak Besi Baik              12         53,755,044  

33 Bangunan Penguat Tebing/Pantai Baik                 1       227,994,325  

34 Bangunan Gedung Kantor Permanen Baik                 3    2,790,511,278  

35 Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Baik                 1       421,583,407  

  JUMLAH           1,012    4,753,457,244  

 

 

Dengan bertambahnya kegiatan dan personil BPBD akibat perubahan struktur organisasi 

BPBD yang semula adalah Kantor menjadi Badan, kebutuhan akan ruang kerja dan bangunan 

kantor juga semakin bertambah. Selain kebutuhan ruang kerja dan bangunan kantor, beberapa 

sarana dan prasarana kantor juga diajukan dalam RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik 

Daerah) BPBD pada tahun 2021, yakni: 

 

Tabel 1.5. Usulan RKBMD BPBD Tahun 2021 

No Nama Barang 
Usulan RKBMD Cara 

Pemenuhan 
Keterangan 

Jumlah Satuan 

1 Laptop 1 unit Pembelian 
Untuk Kepala BPBD ( menyesuaikan rencana 

restrukturisasi organisasi BPBD Tahun 2021) 

2 
Printer Laser 

Jet  
2 unit Pembelian 

Penambahan printer untuk menyesuaikan 

rencana restrukturisasi organisasi BPBD Tahun 

2021 / penambahan  bidang  

3 
Kursi Kerja 

putar tangan 
9 unit Pembelian 

Kursi kerja untuk pejabat struktural 

(menyesuaikan rencana restrukturisasi organisasi 

BPBD Tahun 2021) 
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No Nama Barang 
Usulan RKBMD Cara 

Pemenuhan 
Keterangan 

Jumlah Satuan 

4 Kursi Kerja 10 unit Pembelian 

Penambahan kursi kerja untuk antisipasi 

penambahan pegawai (menyesuaikan rencana 

restrukturisasi organisasi BPBD Tahun 2021) 

5 
Sofa Ruang 

Tamu 
1 set Pembelian Untuk ruang recepsionist 

6 
Meja Kerja 1 

biro 
5 unit Pembelian 

Penambahan meja kerja untuk pejabat struktural 

(menyesuaikan rencana restrukturisasi organisasi 

BPBD Tahun 2021) 

7 

Pemeliharaan 

bangunan 

kantor 

2 unit Pemeliharaan Pemeliharaan gedung kantor 

8 Minibus 1 unit 
Usulan ke 

BPKAD 

1 unit Sebagai pengganti Mobil Kijang yang sudah 

tua 

9 
Kendaraan 

Roda 2 
3 unit 

Usulan ke 

BPKAD 

2 unit kendaraan  kondisi sudah tua sehingga 

mohon penggantian , 1 unit untuk petugas caraka  

,jadi total kebutuhan 3 (2 penggantian + 1 usulan 

baru) 

10 AC 2 PK 2 unit 
Usulan ke 

BPKAD 
Untuk ruang recepsionist dan sekretariat 

 
 

Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun 

perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan 

sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara 

optimal.  

 

1.6 Keuangan 

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPBD 

pada tahun 2021 berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2021 BPBD 

mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 14.335.484.474,- dengan rincian belanja pegawai 

sebesar Rp 3.100.043.220,- belanja barang dan jasa sebesar Rp 9.638.217.174,- dan belanja 

modal sebesar Rp 1.597.224.080,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan 

program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran startegis maupun program-program 

pendukung. Selaian belanja APBD regular, BPBD pada tahun 2021 juga melaksanakan Belanja 

Tidak Terduga untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 289.975.000,-.  

 
1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Kota Yogyakarta 

tahun 2021 adalah sebagai berikut: 

Ringkasan Eksekutif memuat: 
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1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana 

strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapaitujuan dan sasaran utama 

tersebut serta kendala- kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya; 

2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala 

tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi 

pada tahun mendatang. 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas 

dan Fungsi BPBD, Potensi yang menjadi ruang lingkup BPBD dan Sistematika penulisan LKjIP. 

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian 

kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih 

instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan 

misi Kepada Daerah. 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas 

kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja 

secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-

langkah antisipatif yang akan diambil. 

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran 

bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran 

organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan 

efisiensi. 

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai 

penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang 

sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan 

yang berkualitas 

BAB IV PENUTUP 

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, 

permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan 

serta strategi pemecahan masalah. 

LAMPIRAN
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BAB 2 
 

Perencanaan Kinerja 

 
1.1 Perencanaan Strategis 

Memasuki Tahun 2017, BPBD menyusun Rencana Strategis 

(Renstra) BPBD Tahun 2017-2022. Renstra BPBD merupakan 

manifestasi komitmen BPBD dalam mendukung visi dan misi 

Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD Kota 

Yogyakarta Tahun 2017-2022. Sebagai bentuk pembangunan 

berkelanjutan, perumusan Renstra BPBD Tahun 2017-2022 

tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya 

(2012-2017). 

RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan dokumen landasan atau acuan pokok 

penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana 

tertuang dalam Peraturan Daerah Kota YogyakartaNo. 11 Tahun 2017 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022. 

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima 

tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di 

BPBD yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra 

BPBD Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 44 tahun 2019 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 105 tahun 2017 tentang 

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022. 

Bab 2 Berisi : 

 
1. Perencanaan 

Strategis 

2. Perjanjian 

Kinerja Tahun 

2021 

3. Rencana 

Anggaran Tahun 

2021 
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2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah 

 Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang 

selengkapnya dituangkan dalam bagan alir cascade RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 sebagai 

berikut, 

Tabel 2.1. Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 

Visi Misi Sasaran Daerah 

Meneguhkan Kota Yogyakarta 

Sebagai Kota Nyaman Huni Dan 

Pusat Pelayanan Jasa Yang 

Berdaya Saing Kuat Untuk 

Keberdayaan Masyarakat 

Dengan Berpijak Pada Nilai 

Keistimewaan 

1. Meningkatkan 

Kesejahteraan dan 

Keberdayaan Masyarakat 

1. Kemiskinan Mayarakat 

Menurun 

2. Keberdayaan Masyarakat 

Meningkat 

3. Ketahanan Pangan 

Masyarakat Meningkat 

1. Memper

kuat ekonomi kerakyatan 

dan daya saing Kota 

Yogyakarta 

1. Ketimpangan Pendapatan 

Antar Penduduk Menurun 

2. Pertumbuhan

Meningkat 

Ekonomi 

2. Memper

kuat moral, etika, dan 

budaya masyarakat Kota 

Yogyakarta 

1. Gangguan  ketentraman 

dan ketertiban masyakarat 

menurun 

3. Mening

katkan kualitas 

pendidikan, kesehatan, 

sosial, dan budaya 

1. Kualitas Pendidikan 

meningkat 

2. Harapan hidup masyarakat 

meningkat 

3. Peran serta masyarakat 

dalam pengembangan dan 

pelestarian budaya 

meningkat 

4. Memper

kuat tata kota dan 

kelestarian lingkungan 

1. Kesesuaian pemanfaatan 

ruang meningkat 

2. Kualitas lingkungan hidup 

meningkat 

5. Memba

ngun sarana dan 

prasarana publik dan 

permukiman 

1. Infrastruktur wilayah 

meningkat  

6. Mening

katkan tata kelola 

pemerintah yang baik dan 

bersih 

1. Kapasitas tata kelola 

pemerintahan meningkat 

(Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022) 

 

 Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BPBD mendukung pencapaian Sasaran 

Pemerintah Daerah untuk “Infrastruktur Wilayah Meningkat”  
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2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tujuan 

 Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan 

Jangka menengah BPBD salama 5 tahun anggaran adalah “Menurunkan Risiko Bencana”. 

Sasaran Strategis 

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau 

dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2.2. Sasaran Strategis BPBD 
 

NO TUJUAN 
SASARAN 

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN 

Target tahunan 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
1 

Menurunkan 

Risiko 

Bencana 

Kapasitas Daerah 

dalam 

Penanggulangan 

Bencana 

Meningkat 

Indeks Kapasitas 

Daerah dalam 

Penanggulangan 

Bencana 

Persentase 

(%) 

58,50 61,00 75,82 84,02 88,46 92,90 

 

2.1.3. Strategi, Program dan Kegiatan 

 Setelah menentukan tujuan dan sasaran, makalangkah selanjutnya perlu ditentukan 

bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi 

organisasi. 

Tabel 2.3. Strategi, Program dan Kegiatan 
 

NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN 

1 2 3 4 

1 Kapasitas Daerah 

dalam Penanggulangan 

Bencana 

Meningkat 

Program 

Penanggulangan 

Bencana 

1. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 

2. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan 

dan Evakuasi Korban Bencana 
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2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 

 Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari 

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk 

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian 

kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan 

pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta 

sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, 

beserta target kinerja dan anggaran. 

 Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan 

anggaran atau DPA, Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2021 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 
 

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR 

KINERJA 

SATUAN 
TARGET 

TAHUNAN 

1 2 3 4 5 

1 Kapasitas Daerah dalam 

Penanggulangan Bencana 

Meningkat 

Indeks Kapasitas daerah 

dalam Penanggulangan 

Bencana 

Persentase 

(%) 

88,46 

 

 Selain memuat Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis, Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 

2021 juga memuat Perjanjian Kinerja Sasaran Program, sebagai berikut: 

NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN 
TARGET 

TAHUNAN 

1 2 3 4 5 

1 Kesiapsiagaan atas 

bencana meningkat 

Persentase kampung tangguh 

bencana 

Persentase 

(%) 

76,92 

2 Penanganan kedaruratan 

bencana berjalan 

optimal 

Persentase korban bencana skala 

kota yang dievakuasi dengan 

menggunakan sarana dan 

prasarana tanggap darurat 

lengkap 

Persentase 

(%) 

100 

Persentase bantuan rehabilitasi 

dan rekonstruksi yang diberikan 

pada kerusakan akibat bencana 

sesuai hasil verifikasi 

Persentase 

(%) 

100 

 

 

 Pada tahun 2021, BPBD melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. 

Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena mengikuti perubahan Rencana Kerja dan review 

Renstra 2021. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.5. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 
 

NO. SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

TARGET 

TAHUNAN 

1 2 3 4 5 

1 Kapasitas Daerah dalam 

Penanggulangan Bencana 

Meningkat 

Indeks Kapasitas daerah 

dalam Penanggulangan 

Bencana 

Persentase 

(%) 

88,46 

 

NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN 
TARGET 

TAHUNAN 

1 2 3 4 5 

1 Kesiapsiagaan atas 

bencana meningkat 

Persentase kampung tangguh 

bencana 

Persentase 

(%) 

76,92 

2 Penanganan kedaruratan 

bencana berjalan 

optimal 

Persentase korban bencana skala 

kota yang dievakuasi dengan 

menggunakan sarana dan 

prasarana tanggap darurat 

lengkap 

Persentase 

(%) 

100 

Persentase bantuan rehabilitasi 

dan rekonstruksi yang diberikan 

pada kerusakan akibat bencana 

sesuai hasil verifikasi 

Persentase 

(%) 

100 

 
 

2.3. Rencana AnggaranTahun 2021 

 Pada Tahun Anggaran 2021 BPBD melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni 

sebesar Rp 9.641.928.144,- dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp 2.746.208.220,- belanja 

barang dan jasa sebesar Rp 6.518.509.924,- dan belanja modal sebesar Rp 377.210.000,- yang 

diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan 

indikator sasaran startegis maupun program-program pendukung. Selain belanja APBD regular, 

BPBD pada tahun 2021 juga melaksanakan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan Covid-19 

sebesar Rp 289.975.000,-. 

 Melalui mekanisme perubahan APBD 2021, anggaran BPBD berubah menjadi Rp 

14.335.484.474,- dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp 3.100.043.220,- belanja barang 

dan jasa sebesar Rp 9.638.217.174,- dan belanja modal sebesar Rp 1.597.224.080,-. Sedangkan 

jumlah Belanja Tidak Terduga untuk penanganan Covid-19 yang dilaksanakan tetap, yakni 

sejumlah Rp 289.975.000,-.  

 
2.3.1. Target Belanja BPBD 

Jika dibuat dalam bentuk perbandingan alokasi masing-masing belanja, maka persentase dari 

masing-masing jenis belanja APBD Perubahan BPBD Tahun 2021 adalah sebagai berikut:  
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Tabel 2.6. Target Belanja BPBD APBD PerubahanTahun 2021 

 

Uraian Target Prosentase 

Belanja Pegawai Rp. 3.100.043.220,-  21,62% 

Belanja Barang dan Jasa Rp. 9.638.217.174,-  67,23% 

Belanja Modal Rp. 1.597.224.080,-  11,14% 

Jumlah Rp. 14.335.484.474,- 100% 

 

 

2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis 

 Anggaran belanja langsung Tahun 2021 BPBD yang dialokasikan untuk pencapaian 

sasaran strategis adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.7. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis 
 

No. Sasaran Anggaran Prosentase Keterangan 

1 2 3 4 5 

1 Kapasitas Daerah 

dalam 

Penanggulangan 

Bencana 

Meningkat 

Rp 9.721.714.741,- 67,82% Program Penanggulangan Bencana Rp 

9.721.714.741,- 

1. Kegiatan Pelayanan Pencegahan 

dan Kesiapsiagaan Terhadap 

Bencana Rp 5.303.876.024,- 

2. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan 

dan Evakuasi Korban Bencana Rp 

4.417.838.717 
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BAB 3 
 

Akuntabilitas Kinerja 
 

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021 

BPBD telah melaksanakan penilaian kinerja dengan 

mengacu pada Perjanjian Kinerja BPBD tahun 2021 yang telah 

disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja 

untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan 

data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran 

keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan 

sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan 

kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat 

capaian kinerja yaitu: 

 

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 
 

No. 
Interval Nilai Realisasi 

Kinerja 

Kriteria Penilaian Realisasi 

Kinerja 

1. 91 ≤ 100 Sangat Baik 

2. 76 ≤ 90 Tinggi 

3. 66 ≤ 75 Sedang 

4. 51 ≤ 65 Rendah 

5. ≤ 50 Sangat Rendah 

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 

 

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BPBD dilakukan 

dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai 

ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BPBD beserta target dan capaian realisasinya 

dirinci sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2021 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Kapasitas Daerah 

dalam 

Penanggulangan 

Bencana 

Meningkat 

Indeks Kapasitas 

daerah dalam 

Penanggulangan 

Bencana 

Persentase 

(%) 

88,46 88,46 100% 

Bab 3 Berisi : 

 
1. Capaian Kinerja 

Tahun 2021 

2. Evaluasi dan 

Analisis Capaian 

Kinerja Sasaran 

Strategis 

3. Evaluasi dan 

Analisis Capaian 

Kinerja Lainnya 

4. Realisasi 

Anggaran 

5. Inovasi 
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NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Kesiapsiagaan atas 

bencana meningkat 

Persentase kampung tangguh 

bencana 

Persentase 

(%) 

76,92 76,92 100% 

2 Penanganan 

kedaruratan 

bencana berjalan 

optimal 

Persentase korban bencana 

skala kota yang dievakuasi 

dengan menggunakan sarana 

dan prasarana tanggap darurat 

lengkap 

Persentase 

(%) 

100 100 100% 

Persentase bantuan 

rehabilitasi dan rekonstruksi 

yang diberikan pada kerusakan 

akibat bencana sesuai hasil 

verifikasi 

Persentase 

(%) 

100 100 100% 

 
 

Pada tahun 2021, indikator sasaran strategis BPBD tercapai 100% dari target yang ditetapkan 

atau telah mencapai nilai sangat baik. Demikian pula dengan 3 (dua) indikator kinerja program juga 

tercapai 100% dari target. 

 

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis BPBD yang dicerminkan dalam 

capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja 

menurut sasaran stategis diuraikan sebagai berikut: 

 

3.2.1 Sasaran Strategis: Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana Meningkat 

 Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan 

bencana diukur dengan 1 (satu) indikator, yaitu indikator: Indeks Kapasitas daerah dalam 

Penanggulangan Bencana. 

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:  

Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 

NO Sasaran Indikator Formula Indikator 

1 2 3 4 

1 Kapasitas Daerah dalam 

Penanggulangan Bencana 

Meningkat 

Indeks Kapasitas Daerah 

dalam Penanggulangan 

Bencana 

(50% kampung tangguh bencana + 30 

% evakuasi korban bencana + 20% 

rehabilitasi dan rekonstruksi) dikali 

100 
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 Kinerja sasaran Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana Meningkat 

dengan indikator Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana pada tahun 2021 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 
 

 

 

No 

 

 

Indikator Sasaran 

 

 

Realisasi 2020 

2021 Target Akhir 

Renstra 

(2022) 

Capaian s/d 

2021 terhadap 

target 2022 (%) 

Target Realisasi % Realisasi* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Indeks Kapasitas 

Daerah dalam 

Penanggulangan 

Bencana 

84,02% 88,46% 88,46% 100% 92,90% 100% 

 

 Pada tahun 2021, capaian target indikator sasaran strategis BPBD telah mencapai 

88,46% atau tingkat capaian 100%. Capaian ini digambarkan dalam grafik berikut: 

Gambar 3.1. Target dan Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2021 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

88.46%

88.46%

88.46%

88.46%

88.46%

88.46%

88.46%

T A R G E T

R E A L I S A S I

Indeks Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana
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 Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian kinerja dari tahun 2017 – 202 dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 3.2. Capaian Indikator Sasaran BPBD Tahun 2017-2021 

 

 
 Capaian realisasi kinerja sasaran tahun 2021 dibandingkan dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam RENSTRA adalah sebagai berikut:  

Gambar 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2021 dengan  

Target Jangka Menengah yang terdapat dalam RENSTRA  

 
 

58.50% 56.67%

96.87%

61%

73.57%

120.61%

75.82%
83.82%

110.56%

84.02% 84.02%

100%

88.46% 88.46%

100%

Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana

2017 Target Sasaran PD 2017 Realisasi 2017 Tingkat Ketercapaian Kinerja

2018 Target Sasaran PD 2018 Realisasi 2018 Tingkat Ketercapaian Kinerja

2019 Target Sasaran PD 2019 Realisasi 2019 Tingkat Ketercapaian Kinerja

2020 Target Sasaran PD 2020 Realisasi 2020 Tingkat Ketercapaian Kinerja

2021 Target Sasaran PD 2021 Realisasi 2021 Tingkat Ketercapaian Kinerja

88.46%

92.90%

95.22%

Realisasi Indiaktor 

Sasaran Tahun 2021

Target Indiaktor Sasaran 

Tahun 2022

Perbandingan Realisasi 

Indiaktor Sasaran Tahun 

2021 dengan Target Akhir 

Renstra Tahun 2022

Indeks Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana
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 Penetapan indikator sasaran strategis BPBD berupa Indeks Kapasitas Daerah dalam 

Penanggulangan Bencana merupakan gambaran core bisnis BPBD sebagai instansi yang 

memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas 

otonomi dan tugas pembantuan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan 

perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana. Dengan kata lain, BPBD merupakan 

instansi pemerintahan yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi dan 

penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta. Penyelenggaraan 

penanggulangan bencana sendiri dimaknai sebagai serangkaian upaya yang meliputi 

penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan 

bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Terdapat 4 (empat) aspek yang harus dipenuhi 

dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu aspek pemulihan, aspek 

pencegahan dan mitigasi, aspek tanggap darurat dan aspek kesiapsiagaan. Ke-empat aspek 

ini saling terhubung sebagaimana ditampilkan dalam gambar dibawah ini. 

Gambar 3.4. Empat Aspek Penanggulangan Bencana 

 

 Empat aspek penanggulangan bencana inilah yang kemudian diintegrasikan 

kedalam indikator sasaran dan indikator program BPBD Kota Yogyakarta. Indikator sasaran 

berupa Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana diukur dari pemenuhan 

unsur 50% pembentukan Kampung Tangguh Bencana (KTB), 30% dari pelaksanaan evakuasi 

korban bencana dan 20% dari pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.  

 Upaya penanggulangan bencana terus dikembangkan baik melalui mitigasi 

struktural maupun non struktural. Upaya mitigasi struktural diwujudkan melalui penguatan 

instansi pemerintah penanggulangan bencana, sedangkan upaya mitigasi non-struktural 

diwujudkan dalam pengembangan kapasitas masyarakat/komunitas melalui PRBBK 

(Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas). Bagaimanapun pihak pertama dan 
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secara langsung berhadapan dengan bencana adalah masyarakat sendiri. Oleh karena itu, 

BPBD Kota Yogyakarta mencoba mengembangkan program pengurangan risiko bencana 

berbasis komunitas, dan salah satu strategi yang digunakan untuk mewujudkan ini adalah 

melalui pengembangan Kampung yang tangguh terhadap bencana atau lebih dikenal 

dengan Kampung Tangguh Bencana (KTB). Sebuah Kampung Tangguh Bencana adalah 

sebuah kampung yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan 

mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan 

sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini 

diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya 

pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk 

pemulihan pasca keadaan darurat. 

 Sebagaimana disampaikan pada uraian diatas, bahwa KTB adalah institusi non 

struktural penanggulangan bencana, maka dalam pembentukan KTB pun harus memenuhi 

beberapa proses/tahapan yang merupakan implemetasi dari empat aspek penanggulangan 

bencana, yaitu: 

1. Pengenalan KTB bagi komunitas terkait; 

2. Penyusunan Profil Kampung Tangguh Bencana; 

3. Penyusunan Analisa Risiko; 

4. Penyusunan Peta Rawan Bencana; 

5. Penyusunan RAK (Rencana Aksi Komunitas); 

6. Persiapan Simulasi; 

7. Gladi Bersih; 

8. Pelatihan PPGD (Pertolongan Pertama Gawat Darurat); dan 

9. Simulasi. 

 Konsep penanggulangan bencana pada KTB adalah dari komunitas, oleh komunitas 

dan untuk komunitas, sehingga kesemua proses/tahapan diatas dilakukan oleh anggota 

komunitas/masyarakat Kampung bersangkutan dengan pendampingan BPBD melalui 

fasilitator wilayah masing-masing KTB.  

 Disamping pembentukan KTB sebagai upaya penanggulangan bencana melalui 

mitigasi non struktural, BPBD juga melaksanakan upaya penanggulangan bencana melalui 

mitigasi struktural, berupa pelaksanaan evakuasi korban bencana dan pelaksanaan 

rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana.  

 Pada tahun 2021, target pelaksanaan pembentukan KTB, pelaksanaan evakuasi 

korban bencana dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana 
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terpenuhi 100%, yang dirinci dalam data berikut ini: 

Data 3.1. Meta Data Indikator Kinerja 

 NO INDIKATOR KINERJA FORMULA INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Persentase 

pembentukan 

kampung tangguh 

bencana 

(Jumlah kampung tangguh 

bencana yang terbentuk/ 

Jumlah Kampung di Kota 

Yogyakarta)x100% 

Persentase 

(%) 

76,92 76,92 100% 

Jumlah KTB   130   130   

Jumlah Kampung se-Kota   169   169   

2 Persentase korban 

bencana skala kota 

yang dievakuasi 

dengan menggunakan 

sarana dan prasarana 

tanggap darurat 

lengkap 

(Jumlah Korban bencana alam 

yang dievakuasi dengan 

menggunakan sarana dan 

prasarana tanggap darurat 

lengkap / Jumlah Korban 

Bencana Alam) x 100% 

Persentase 

(%) 

100 100 100% 

Jumlah korban bencana alam 

yang dievakuasi dengan 

menggunakan sarana dan 

prasarana tanggap darurat 

lengkap 

  255   255   

Jumlah korban bencana alam    255   255   

3 Persentase bantuan 

rehabilitasi dan 

rekonstruksi yang 

diberikan pada 

kerusakan akibat 

bencana sesuai hasil 

verifikasi 

(Jumlah kerusakan akibat 

bencana yang diberikan 

bantuan rehabilitasi dan 

rekonstruksi / Jumlah kejadian 

kerusakan akibat bencana 

alam) x 100% 

Persentase 

(%) 

100 100 100% 

Jumlah kerusakan akibat 

bencana yang diberikan 

bantuan rehabilitasi dan 

rekonstruksi 

 14 14  

Jumlah kejadian kerusakan 

akibat bencana alam 

 14 14  
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Faktor Pendorong: 

Hubungan antara indikator sasaran dan indiaktor program BPBD dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 3.5. Hubungan Indikator Sasaran dan Indiaktor Program BPBD 

 

Dari gambar diatas terlihat bahwa capaian realisasi indikator sasaran BPBD 

bergantung pada capaian indikator programnya, sehingga ketika capaian indikator 

program mencapai 100% maka capaian indikator sasaran berupa Indeks Kapasitas Daerah 

dalam Penaggulangan Bencana juga akan mencapai 100%.  

Selain realisasi indikator program yang mencapai 100% dari target yang 

ditetapkan, ada beberapa hal lain yang juga menjadi faktor pendorong keberhasilan 

capaian indikator sasaran, yaitu:  

1. Profesionalisme SDM dalam penanggulangan bencana.  

Sebagaimana disebutkan dalam Bab I, BPBD memiliki 71 orang tenaga teknis yang 

membantu pelaksanaan penanggulangan bencana sebagai Tenaga Teknis 

Pendamping Kesiapsiagaan, Tenaga Teknis Pusdalops PB Admin, Tenaga Teknis 

Pusdalops PB, Tenaga Teknis Pendamping PB, Tenaga Teknis Administrasi Darlog, 

Tenaga Teknis Administrasi Rehab Rekon, Tenaga Teknis Pengemudi Mobil Jenazah 

dan Tenaga Teknis Tim Reaksi Cepat. Masing-masing tenaga teknis ini memiliki 

ketugasan khusus dalam hal kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan untuk 

tetap menjaga kompetensi dan profesionalime petugas, setiap tahun diadakan 

50% 
Pembentukan 

KTB

30% korban bencana 
skala kota yang 

dievakuasi dengan 

menggunakan
sarana dan prasarana 

tanggap darurat 
lengkap

20% bantuan 
rehabilitasi dan 

rekonstruksi yang 
diberikan pada 

kerusakan akibat 
bencana sesuai hasil 

verifikasi

100% Indeks 
Kapasitas 

Daerah dalam 
Penanggulangan 

Bencana
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Pelatihan Penanggulangan Bencana (berupa Pelatihan Komunikasi; Pelatihan 

PPGD/Pertolongan Pertama Gawat Darurat; Pelatihan Vertical Rescue; Pelatihan 

Tenda; Pelatihan Chainsaw) dan Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) rutin tanggap 

darurat.  

2. Memiliki dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penaggulangan 

Bencana (RPB) periode 2017-2022 yang telah memenuhi standar nasional sebagai 

acuan dalam menyususn rencana kegiata kesiapsiagaan penanggulangan bencana.  

3. Adanya sistem perigatan dini terpadu multi ancaman dengan kondisi:  

 telah terpasang 16 unit EWS (Early Warning System) untuk ancaman bencana 

banjir; 

 sistem penyebaran informasi peringatan dini bencana yang terpasang sebagian 

besar melalui website BPBD Kota Yogyakarta, papan informasi dan rambu 

kebencanaan telah terpasang dan digunakan secara efektif; dan  

 adanya dukungan peningkatan kapasitas masyarakat dalam bentuk Kampung 

Tangguh Bencana.   

4. Kerjasama lintas sektoral dalam penanggulangan bencana, baik anatar instansi 

pemerintah maupun non pemerintah. 

 

Faktor Penghambat: 

Selaian faktor pendorong, beberapa hal dalam pelaksanaan penanggulangan 

bencana dan pemenuhan indikator kinerja masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah: 

1. Berakhirnya dokumen KRB dan RPB Kota Yogyakarta di tahun 2022, harus menjadi 

prioritas dalam rencana kegiatan di tahun anggaran 2022. 

2. Belum semua sarana dan prasarana peralatan kesiapsiagaan bencana di Kota 

Yogyakarta terpenuhi berdasarkan standar nasional, antara lain EWS untuk ancaman 

bencana gempa bumi dengan indeks risiko tinggi di Kota Yogyakarta menurut IRB 

2020 belum terpasang. 

3. Pengelolangan database kebencanaan di Kota Yogyakarta masih bersifat manual dan 

sporadik yang belum terintegrasi lintas sektoral dalam satu sistem, terutama 

integrasi dnegan database penduduk miskin dan rentan, termasuk pengelolaan 

logistik dan bantuan bencana kepada masyarakat.   

4. Belum optimalnya kegiatan pencegahan dan mitigasi serta gladi kesiapsiagaan 

terhadap bencana karena kendala aturan PPKM yang membatasi kegiatan tersebut. 

5. Dukungan peningkatan kapasitas masyarakat dalam bentuk Satuan Pendidikan 
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Aman Bencana belum berjalan optimal, dimana dari 268 sekolah SD dan SMP yang 

ada di Kota Yogyakarta baru terbentuk 8 SPAB.  

 

Analisis Keberhasilan Sasaran: 

Dari pembahasan diatas, telah diuraikan hubungan antara Penghitungan Indeks 

Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana dan capaian indikator kinerja program. 

Untuk mencapai realisasi target Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana 

100% maka capaian terget indikator kinerja program juga harus 100%.  

Dalam periode tahun 2021, capaian target dari 3 (tiga) indikator kinerja program, 

telah terpenuhi 100%, yakni indikator kinerja persentase pembentukan Kampung Tangguh 

Bencana (KTB) dari target 76,92% terpenuhi 76,92% atau tercapai 100%; indikator kinerja 

persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan 

prasarana tanggap darurat lengkap dari target 100% terpenuhi 100%; dan indikator kinerja 

persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan akibat 

bencana sesuai hasil verifikasi dari target 100% terpenuhi 100%. Dengan terpenuhinya 

seluruh capaian indikator kinerja program maka target indiaktor sasaran strategis berupa 

Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana juga tercapai 100% atau sebesar 

88,46%. Tabulasi capaian target indikator sasaran strategis dan indikator program BPBD 

Kota Yogyakarta tahun 2021 digambarkan berikut ini: 

Gambar 3.6. Tabulasi Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran dan  

Program BPBD Tahun 2021 
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3.2.2 Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan 

   Dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2021, disebutkan bahwa 

BPBD mempunyai satu program internal (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota) dan satu program ekternal (Program Penanggulangan Bencana). Program 

Penanggulangan Bencana memiliki tiga indikator kinerja, yaitu Persentase KTB, Persentase 

korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana 

tanggap darurat lengkap, dan Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan 

pada kerusakan akibat bencana sesuai hasil verifikasi. Masing-masing indikator ini memiliki 

formula penghitungan sebagai berikut: 

Gambar 3.7. Formula Indikator Program BPBD 

 

 Persentase KTB 

Dalam Resntra BPBD, dari tahun 2017 – 2022, BPBD Kota Yogyakarta memiliki target untuk 

membentuk 15 KTB per tahun. Dan dari 169 Kampung di Kota Yogyakarta, telah  terbentuk 

130 Kampung Tangguh Bencana (KTB), dengan data sebagai berikut: 
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Data 3.2. Data KTB Tahun 2013 - 2021 

Kecamatan Kelurahan Kampung Tangguh Bencana (KTB) 
Tahun Pembentukan 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

JUMLAH 10 25 20 19 16 10 15 0 15 

KRATON                       

  PATEHAN Taman   1               

    Patehan (Nagan)             1     

  PANEMBAHAN Gamelan      1             

  KADIPATEN Kadipaten Kulon         1         

    Ngasem     1             

MANTRIJERON                       

  GEDONGKIWO  Suryowijayan   1               

    Gedongkiwo             1     

    Dukuh           1       

  SURYODININGRATAN Pugeran     1             

  MANTRIJERON Mangkuyudan         1       1 

    Danunegaran   1               

MERGANGSAN                       

  KEPARAKAN Keparakan Lor   1               

    Keparakan Kidul             1     

  WIROGUNAN Bintaran       1           

    Surokarsan      1             

    Joyonegaran 1                 

    Mergangsan Lor                 1 

    Wirogunan                 1 

  BRONTOKUSUMAN Brontokusuman     1             

    Karanganyar   1               
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Kecamatan Kelurahan Kampung Tangguh Bencana (KTB) 
Tahun Pembentukan 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

    Lowanu       1           

GONDOMANAN                       

  NGUPASAN  Ratmakan    1               

    Kauman      1             

  PRAWIRODIRJAN Sayidan         1         

    Prawirodirjan (Ledok)   1               

    Prawirodirjan (Lobaningratan) 1                 

NGAMPILAN                       

  NGAMPILAN Ngampilan   1               

    Pathuk     1             

    Purwodiningratan           1       

    Ngadiwinatan         1         

  NOTOPRAJAN Serangan         1         

    Serangan (Tejokusuman)   1               

    Notoprajan         1           

PAKUALAMAN                       

  PURWOKINANTI Jagalan Ledoksari    1               

    Jagalan Beji             1     

    Kepatihan         1         

    Purwokinanti                 1 

  GUNUNGKETUR Gunungketur       1           

WIROBRAJAN                       

  PAKUNCEN  Tegalmulyo                 1 

    Kuncen     1             

    Gampingan         1         

  WIROBRAJAN Wirobrajan             1     
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Kecamatan Kelurahan Kampung Tangguh Bencana (KTB) 
Tahun Pembentukan 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

    Ketanggungan   1               

  PATANGPULUHAN Patangpuluhan             1     

    Sindurejan   1               

GEDONGTENGEN                       

  SOSROMENDURAN Sitisewu     1             

    Sosrodipuran             1     

    Pajeksan           1       

    Jogonegaran   1               

    Sosrowijayan Wetan                 1 

  PRINGGOKUSUMAN Jlagran      1             

    Pringgokusuman             1     

    Gandekan Lor                 1 

    Sutodirjan             1     

    Notoyudan         1         

    Kemetiran Kidul                 1 

JETIS                       

  BUMIJO Pingit   1               

    Badran     1             

  COKRODININGRATAN Jetisharjo 1                 

    Cokrokusuman     1             

  GOWONGAN Jogoyudan   1               

TEGALREJO                       

   KRICAK  
Jatimulyo 

          1       

    
Kricak Kidul  

            1     

    
Bangunrejo 

        1         

   KARANGWARU  Karangwaru Lor     1             
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Kecamatan Kelurahan Kampung Tangguh Bencana (KTB) 
Tahun Pembentukan 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

    Blunyah Rejo       1           

   TEGALREJO Tompeyan                 1 

    Tegalrejo        1           

    Sudagaran 1                 

   BENER Bener   1               

    Sidomulyo       1           

DANUREJAN                       

  SURYATMAJAN Ledok Macanan       1           

    Gemblakan Atas         1         

    Sosrokusuman           1       

    Gemblakan Bawah 1                 

    Suryatmajan       1           

    Cokrodirjan     1             

  TEGALPANGGUNG Ledok Tukangan 1                 

    Tukangan     1             

    Tegalkemuning       1           

    Tegal Panggung       1           

    Juminahan     1             

  BAUSASRAN Tegal Lempuyangan      1             

    Lempuyangan          1         

    Macanan           1       

    Ronodigdayan       1           

    Bausasran   1               

GONDOKUSUMAN                       

  DEMANGAN Demangan                 1 

    Pengok         1         
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Kecamatan Kelurahan Kampung Tangguh Bencana (KTB) 
Tahun Pembentukan 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

    Sapen                 1 

  KOTABARU Kotabaru             1     

  KLITREN Klitren Lor      1             

    Iromejan    1               

    Kepuh Balapan             1     

    Kepuh 2017         1         

  BACIRO Mangkukusuman           1       

    Danukusuman        1           

    Pengok Kidul   1               

    Baciro         1         

    Baciro Sanggrahan                 1 

    Gendeng     1             

  TERBAN Terban 1                 

    Sagan            1       

    Purbonegaran             1     

    Reksonegaran       1           

KOTAGEDE                       

  REJOWINANGUN Rejowinangun   1               

    Pilahan           1       

  PRENGGAN Tinalan (Sambirejo)       1           

    Prenggan (Darakan Barat)   1               

    Tegalgendu        1           

  PURBAYAN Basen       1           

    Alun-alun             1     

    Purbayan         1         

UMBULHARJO                       
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Kecamatan Kelurahan Kampung Tangguh Bencana (KTB) 
Tahun Pembentukan 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

  SEMAKI Sanggrahan       1           

    Semaki Gede   1               

    Semaki Kulon                 1 

  MUJA-MUJU Balirejo 1                 

    Mujamuju             1     

  TAHUNAN Celeban     1             

    Tempel Wirogunan                 1 

  WARUNGBOTO Warungboto   1               

  PANDEYAN Pandeyan (Sidikan)         1         

    Gambiran   1               

  SOROSUTAN Sorosutan (Dagaran) 1                 

    Sorosutan (Mulyorejo) 1                 

    Nitikan (Sorogenen)       1           

  GIWANGAN Ponggalan    1               

    Giwangan                 1 

    Mendungan  (Malangan)           1       
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 Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan 

prasarana tanggap darurat lengkap 

Pada tahun 2021, terdata ada 102 kejadian bencana alam yang ditangani BPBD, dimana 70 

kejadian bencana diakibatkan cuaca ekstrim, 1 kejadian bencana banjir dan 31 kejadian 

bencana tanah longsor, dengan frekuensi kejadian setiap bulannya sebagaimana 

tergambar pada grafik berikut ini: 

Gambar 3.8. Frekuensi Kejadian Bencana Alam Tahun 2021 

 

Dari 102 kejadian bencana alam tersebut, terdata 255 korban yang terdampak dan 

semuanya telah dilakukan assessment dan evakuasi menggunakan sarana dan prasarana 

tanggap darurat. Dengan demikian, pada tahun 2021, pelayanan evakuasi korban 

terdampak bencana di Kota Yogyakarta telah terlaksana 100%. 

Secara rinci, data korban terdampak bencana yang ditangani BPBD Kota Yogyakarta tahun 

2021 tergambarkan sebagai berikut: 

 

 



34 
 

Data 3.3. Korban Terdampak Bencana Tahun 2021 

No Kecamatan 

Korban Bencana Korban Bencana yang Terlayani Pusdalops 

Banjir 

Cuaca 
Ekstrim 
(Pohon 

Tumbang) 

Longsor 
(Talud/ 

Pondasi 
Bangunan) 

Lain-
Lain 
(Atap 

Rusak) 

Lain-Lain 
(Arus 

pendek/ 
Tiang PJU 

Patah) 

Tanah 
Ambles 

Banjir 

Cuaca 
Ekstrim 
(Pohon 

Tumbang) 

Longsor 
(Talud/ 

Pondasi 
Bangunan) 

Lain-
Lain 
(Atap 

Rusak) 

Lain-Lain 
(Arus 

pendek/ 
Tiang 
PJU 

Patah) 

Tanah 
Ambles 

1 TEGALREJO     22           22       

2 JETIS   7 2 2       7 2 2     

3 GONDOKUSUMAN   46 9 7 3 1   46 9 7 3 1 

4 DANUREJAN   8   10       8   10     

5 GEDONGTENGEN     2           2       

6 NGAMPILAN   4 1 8       4 1 8     

7 WIROBRAJAN   7 20         7 20       

8 MANTRIJERON   4           4         

9 KRATON                         

10 GONDOMANAN                         

11 PAKUALAMAN   1 3         1 3       

12 MERGANGSAN   5           5         

13 UMBULHARJO   18 35 2       18 35 2     

14 KOTAGEDE   12 12 4       12 12 4     

   0 112 106 33 3 1 0 112 106 33 3 1 

 TOTAL 255 255 

 

 Porsentase 100% 
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 Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan akibat 

bencana sesuai hasil verifikasi 

Untuk bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan akibat 

bencana pada tahun 2021, terdiri dari 2 jenis, yaitu kegiatan rehab 1 unit talud di 

Kecamatan Danurejan dan kegiatan pemberian bantuan material non permanen kepada 

warga yang rumahnya terdampak bencana.  

Pada tahun 2021, terdata 14 KK yang rumah nya terkena dampak bencana dan dari 14 

rumah tersebut telah diberikan bantuan material non permanen 100%, dengan daftar 

penerima bantuan warga terdampak bencana disampaikan dibawah ini: 
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Data 3.4. Daftar Warga Terdampak Bencana yang Menerima Bantuan Material Non Permanen 

PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUMAH TINGGAL RUSAK AKIBAT BENCANA 

TAHUN ANGGARAN 2021 

No Program/Kegiatan Penerima Keluaran Lokasi Kegiatan 
Waktu 

Pelakanaan 
Keterangan 

1 Kegiatan : Pelayanan 
Pencegahan dan 
Kesiapsiagaaan Terhadap 
Bencana 

Nanik Subagyo,  
NIK 471016604430001 

 Rp         13,815,000  Jl. Trimargo Kulon 
No.151 RT.41 RW.11 
Karangwaru Tegalrejo 

24 Februari 2021 Bantuan material 
non permanen 

  Sub Kegiatan : Belanja Bahan-
bahan Bangunan dan 
Konstruksi 

Sri Lestari,  
NIK 3471014101690001 

 Rp           3,115,000  RT.14 RW.03 Kricak 
Tegalrejo 

24 Februari 2021 sda 

  Rehabilitasi 
Infrastruktur/Rumah Rusak 
akibat Kejadian Bencana 

Ny. Painem,  
NIK 3471065203330001 

 Rp           5,765,000  Ngampilan NG I/121 
RT.07 RW.02 
Ngampilan 

09 Maret 2021 sda 

    Thomas Komajaya,  
NIK 3471060403840001 

 Rp           3,475,000  Serangan NG 2/233 
RT.013 RW.02 
Notoprajan 

09 Maret 2021 sda 

    Yuli Widaryanto,  
NIK 3471062407730002 

 Rp           1,080,000  Ngampilan NG I/168 
RT.07 RW.02 
Ngampilan 

09 Maret 2021 sda 

    Tuningsih,  
NIK 3471065211570001 

 Rp           1,360,000  Ngampilan NG I/121 
RT.07 RW.02 
Ngampilan 

09 Maret 2021 sda 

    Ngatmilah,  
NIK 3471014602620001 

 Rp           9,469,300  Kricak Kidul RT.35 
Kricak Tegalrejo 

08 Maret 2021 sda 

    Wadiyono,  
NIK 3471070512660001 

 Rp           5,218,200  Wirobrajan WB 2/104 
RT.35 RW.07 Kel. 
Wirobrajan Kem. 
Wirobrajan 

19 Maret 2021 sda 

    Haryadi,  
NIK 3471050811880001 

 Rp           3,777,300  Kuncen WB I/301 
RT.38 RW.08 Kel. 
Pakuncen Kem. 
Wirobrajan 

20 Maret 2021 sda 

    Hariyanto,  
NIK 3471062912780001 

 Rp           6,255,000  Serangan NG II/204 
Kel. Notoprajan Kem. 
Ngampilan 

19 Juni 2021 sda 

    Muljanah,  
NIK 3471057010520001 

 Rp           6,255,000  Serangan NG II/204 
Kel. Notoprajan Kem. 
Ngampilan 

19 Juni 2021 sda 
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No Program/Kegiatan Penerima Keluaran Lokasi Kegiatan 
Waktu 

Pelakanaan 
Keterangan 

    Cicilia Sutinah,  
NIK 3471065506500001 

 Rp           6,145,000  Tejokusuman NG 
II/418 RT 21 RW 04 
Kel. Notoprajan Kem. 
Ngampilan 

13 Agustus 2021 sda 

    Kasmini  Rp           3,952,800  Kp. Sudagaran RT 40 
RW 11 Kel. Tegalrejo 
Kem.Tegalrejo 

20 November 
2021 

sda 

    

Emma Sudarwati,  
NIK 3471015307620002 

 Rp           9,740,000  Sudagaran TR III/1020 
RT 38 RW 10 Kel. 
Tegalrejo Kem. 
Tegalrejo Kota 
Yogykarta 

10 Desember 
2021 

sda 

TOTAL 14  Rp         79,422,600      



38 
 

Pencapaian terget indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program 

BPBD Kota Yogyakarta pada tahun 2021 tidak terlepas dari capain indikator kinerja sub 

kegiatan. Secara fisik, seluruh target output sub kegiatan BPBD Kota Yogyakarta pada tahun 

2021 sudah terlaksana 100%, meskipun dari sisi capaian keuangan tidak dapat memenuhi 

realisasi >90%. Hal ini dikarenakan penurunan kasus pemakaman prokes Covid-19 dalam 3 

bulan terkahir sehingga anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut, berupa honorarium 

pemakaman oleh masyarakat dan konsumsi untuk petugas pemakanan, tidak terserap 

maksimal. Meskipun demikian, hal tersebut tidak mempengaruhi layanan pemakaman yang 

diberikan BPBD kepada masyarakat, baik pemakaman regular maupun pemakaman dengan 

prokes Covid-19. Lebih rinci terkait capaian fisik dan keuangan output sub kegiatan yang 

menjadi bagian dari perjanjian kinerja eselon IV BPBD diterangkan pada data berikut ini: 
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Data 3.5. Realisasi Fisik dan Keuangan Output Sub Kegiatan Tahun 2021 

Sub Kegiatan Keluaran (Output) Kegiatan 
Target 

Kinerja 

Target 

Fisik 

% 

Anggaran 

Perubahan 

% 

Realisasi 

Fisik 

Realisasi 

Keuangan 

% 

Realisasi 

Keuangan 

Perkembangan 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

Pelatihan Pencegahan 

dan Mitigasi Bencana 

Kabupaten/Kota 

Pelatihan Penanggulangan Bencana 

(Pelatihan Komunikasi; Pelatihan PPGD; 

Pelatihan Vertical Rescue; Pelatihan 

Tenda; Pelatihan Chainsaw) 

19.00 kali 100 300,742,955 100. 190,380,480 63.3 Efisiensi belanja untuk kegiatan 

pelatihan, sehingga belanja seminar 

Kit pelatihan, bahan cetak dan 

penggandaan, video dokumentasi 

dan biaya tempat/pelaksanaan 

pelatihan tidak sepenuhnya 

terserap 100%. 

Pengendalian Operasi 

dan Penyediaan 

Sarana Prasarana 

Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana 

Kabupaten/Kota 

Operasional Pusdalops PB 12.00 orang 100 723,106,880 100. 717,809,684 99.27   

Pusat Data dan Pengendali Operasi 

Penanggulangan Bencana yang 

terselenggara 

12.00 bulan 100 781,587,000 100. 730,360,045 93.45   

Perawatan Peralatan Tanggap Darurat 36.00 unit 100 201,000,000 100. 175,450,000 87.29   

Sarana kesiapsiagaan bencana (APD 

dan suplemen) 

2.00 jenis 100 200,000,000 100. 199,155,000 99.58   

Penguatan Kapasitas 

Kawasan untuk 

Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan 

Petunjuk arah jalur evakuasi dan titik 

kumpul (10 KTB dan 5 OPD) 

404.00 

buah 

100 159,700,000 100. 156,572,790 98.04   

Pembentukan Kampung Tanggap 

Bencana 

15.00 KTB 100 1,516,894,649 100. 1,381,795,369 91.09   

Chainsaw KTB 15.00 unit 100 89,100,000 100. 88,027,500 98.8   

Genset KTB 15.00 unit 100 150,000,000 100. 148,830,000 99.22   

HT VHF KTB 15.00 unit 100 139,500,000 100. 128,386,500 92.03   

Kendaraan Roda Tiga KTB 15.00 unit 100 442,500,000 100. 442,500,000 100.   

Long Spinal Board KTB 15.00 unit 100 22,500,000 100. 22,500,000 100.   

Pompa Air KTB 15.00 unit 100 82,500,000 100. 81,675,000 99.   

Penanganan rekonstruksi pasca 

kejadian bencana 

1.00 lokasi 100 230,000,000 100. 227,994,325 99.13   
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Sub Kegiatan Keluaran (Output) Kegiatan 
Target 

Kinerja 

Target 

Fisik 

% 

Anggaran 

Perubahan 

% 

Realisasi 

Fisik 

Realisasi 

Keuangan 

% 

Realisasi 

Keuangan 

Perkembangan 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

Penanganan 

Pascabencana 

Kabupaten/Kota 

Pendataan kerusakan pasca kejadian 

bencana 

50.00 

kejadian 

100 37,553,040 100. 35,203,620 93.74   

Rehabilitasi infrastruktur/rumah rusak 

akibat kejadian bencana 

12.00 lokasi 100 193,000,000 100. 180,447,850 93.5   

Pengembangan 

Kapasitas Tim Reaksi 

Cepat (TRCBencana 

Kabupaten/Kota 

Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) rutin 

tanggap darurat 

4.00 kali 100 34,191,500 100. 33,890,000 99.12   

Respon Cepat Darurat 

Bencana 

Kabupaten/Kota 

Asesmen dan evakuasi awal bencana 50.00 

kejadian 

100 783,205,199 100. 783,205,199 100. Pemakaman jenazah Covid yang 

dilakukan oleh relawan berkurang 

seiring dengan berkurangnya 

kematian karena Covid-19 sehingga 

honorarium pemakaman oleh 

masyarakat tidak bisa terserap 

seluruhnya 
Operasional mobil jenazah 6.00 unit 100 415,389,438 100. 360,855,319 86.87 

Bahan pakai habis keselamatan kerja 

(sabun cair, masker medis, tisue basah 

dan kering) 

4.00 jenis 100 35,810,000 100. 34,827,500 97.26 

Kelengkapan pengamanan kerja (Senter 

khusus outdor (4 quad core LED), 

Gergaji Mesin, Sepatu Boot, Kacamata 

Kedap Air, Wearpack, Helm Safety 

Rescue, Sarung Tangan Evakuasi, 

Sepatu, Deker tangan dan kaki, Jas 

Hujan) 

10.00 jenis 100 99,780,000 100. 98,965,600 99.18 

Natura pelayanan penanganan Covid-

19 (suplemen) 

0.00 bulan 100 72,800,000 100. 72,780,800 99.97 

Operasional dekontaminasi PMI 0.00 bulan 100 200,000,000 100. 198,674,880 99.34 

Operasional petugas pemakaman 

prokes Covid-19 Kemantren 

3.00 bulan 100 945,000,000 100. 732,965,576 77.56 

Peralatan dekontaminasi sprayer 0.00 unit 100 41,300,000 100. 41,300,000 100. 

Peralatan dekontaminasi vakum 0.00 unit 100 30,007,680 100. 30,000,000 99.97 
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Sub Kegiatan Keluaran (Output) Kegiatan 
Target 

Kinerja 

Target 

Fisik 

% 

Anggaran 

Perubahan 

% 

Realisasi 

Fisik 

Realisasi 

Keuangan 

% 

Realisasi 

Keuangan 

Perkembangan 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

Sarana pelayanan pemakanan prokes 

Covid-19 (APD, lakban, disenfektan, 

kantong jenazah) 

4.00 jenis 100 792,260,000 100. 484,435,750 61.15 

Penyediaan Logistik 

Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban 

Bencana 

Kabupaten/Kota 

Jamuan makan minum kedaruratan 2000.00 OH 100 218,280,000 100. 95,225,000 43.63 Pemakaman jenazah Covid yang 

dilakukanberkurang seiring dengan 

berkurangnya kematian karena 

Covid-19 sehingga jamuan makan 

dan minum kegiatan pemakaman 

prokes covid tidak terserap 

seluruhnya 

Logistik Non Makanan (karung, terpal, 

pacul, sekop, linggis, parang bambu, 

godam) 

7.00 jenis 100 30,000,000 100. 29,939,800 99.8 

Natura pelayanan penanganan Covid-

19 (makanan) 

6.00 bulan 100 136,500,000 100. 78,420,000 57.45 

Logistik penanganan Covid-19 (Masker 

Fullface, Sarung Tangan Latex, Sarung 

Tangan Rubber, Lakban bening, Coverall 

Pemakaman, Sepatu Boot, Hazmat 

Penyemprotan, Peralatan 

Penyemprotan, Handsanitizer, 

Disinfektan) 

10.00 jenis 100 617,506,400 100. 591,519,250 95.79 

        9,721,714,741   8,574,092,837     
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Dari gambaran diatas, dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam pelaksanaan 

kegiatan BPBD Kota Yogyakarta pada tahun 2021, yaitu: 

1) Pandemi Covid-19 yang selain berpengaruh pada realisasi keuangan di Sub Kegiatan 

Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Respon Cepat 

Darurat Bencana Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, juga berpengaruh pada pembatasan 

pengumpulan massa pada pembentukan KTB dan pelatihan kebencanaan.    

2) Dampak ekonomi dari pandemi Covid-19, juga mengakibatkan efisiensi anggaran sehingga 

belum semua kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan SPM (Standar Pelayanan 

Masyarakat) bisa dilaksanakan secara maksimal. 

3) Keterbatasan personil TRC ketika puncak pandemi Covid-19. 

4) Pencatatan dan pelaporan asset, termasuk kondisi eksisting asset belum maksimal 

sehingga perencanaan pengganggaran pemeliharaan asset pun belum maksimal.  

Dan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, telah diambil langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1) Pembentukan 15 KTB pada tahun 2021, sebagai salah satu indikator kinerja program, tetap 

dilaksanakan dengan pembatasan jumlah peserta/masyarakat yang mengikuti tahapan-

tahapan pembentukan KTB. Tahapan pembentukan KTB terutama diikuti oleh relawan, 

pengurus dan tokoh masyarakat di lingkungan KTB yang dibentuk. 

2) Beberapa kegiatan yang terkait SPM digabung pelaksanaannya dengan kegiatan lain yang 

serumpun, semisal kegiatan pelatihan dan sosialisasi yang digabung dengan kegiatan 

pembentukan KTB, sehingga esensi atau pokok implementasi SPM tetap terlaksana. 

3) Keterbatasan personil diatasi melalui pelibatan relawan dan penguatan kerjasama lintas 

sektoral dalam penanganan pemulian jenazah prokes Covid-19. 

4) Perbaikan mekanisme pencatatan dan pelaporan asset dan menyusun prioritas 

pemeliharaan asset yang terkait dengan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. 

 

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya 

3.3.1 Standar Pelayanan Minimal (SPM)  

   Indikator kinerja BPBD Kota Yogyakarta yang termasuk dalam standar 

nasional adalah indikator kinerja pada program kegiatan yang realisasi dan capaiannya 

dijabarkan sebagai berikut: 
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Data 3.6. Capaian Standar Pelayanan Minimal/Indikator Kinerja Kunci Outcome Sub Urusan Bencana Tahun 2021 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JENIS PELAYANAN 

DASAR 

 

INDIKATOR CAPAIAN 

TAHUN 2021 

 

Target 

Nasional 

Realisasi BPBD Kota Yogyakarta 

Jumlah orang 

yang berhak 

mendapat 

layanan 

 

Jumlah 

orang yang 

terlayani 

 

Capaian 

=(5):(4)X

100% 

Data Dukung 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Pelayanan informasi 

rawan bencana 

Jumlah Warga Negara 

yang memperoleh 

layanan informasi rawan 

bencana 

100%  459.429   459.429  100% Diambil dari akumulasi data: 

- Jumlah penduduk di Kawasan Kampung Tangguh 

Bencana (KTB) = 318.272 jiwa 

- Jumlah warga dan aparatur yang mengikuti 

pelatihan penanggulangan bencana = 478 orang  

- Jumlah pengunjung website, social media dan 

YouTube BPBD = 140.679 orang 

Pelayanan 

pencegahan dan 

kesiapsiagaan 

terhadap bencana 

Jumlah Warga Negara 

yang memperoleh 

layanan pencegahan dan 

kesiapsiagaan terhadap 

bencana 

100%  318.750   318.750  100% Diambil dari akumulasi data: 

- Jumlah penduduk KTB yang mendapatkan 

manfaat dari sarana dan prasarana KTB (berupa 

sepeda motor roda 3, chainsaw, genset, pompa 

air, HT 1, long spinal board dan vertical rescue) = 

318.272 jiwa 

- Jumlah warga dan aparatur yang mengikuti 

pelatihan penanggulangan bencana = 478 orang   

Pelayanan 

penyelamatan dan 

evakuasi korban 

bencana 

Jumlah Warga Negara 

yang memperoleh 

layanan penyelamatan 

dan evakuasi korban 

bencana 

100% 1.471 1.471 100% Diambil dari akumulasi data: 

- Jumlah korban terdampak bencana alam yang 

mendapatkan layanan penyelematan dan 

evakuasi = 255 orang 

- Jumlah pemulian jenazah prokes Covid-19 yang 

dilaksanakan BPBD = 1.216 pemulian jenazah  
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   Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2020 

tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan 

Bencana Daerah Kabupaten/Kota yang diturunkan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta 

Nomor 91 Tahun 2019 tentang Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di 

Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja outcome yang 

mengukur keberhasilan pelayan kebencanaan di Kota Yogyakarta. Dari ketiga indikator 

kinerja outcome tersebut, capaian kinerja BPBD Kota Yogyakarta seluruhnya mencapai 

100% dengan predikat sangat baik. 

 

3.3.2 Perbandingan Evaluasi Kinerja dengan OPD BPBD lain yang setara 

   Untuk mengukur perbandingan kinerja BPBD Kota Yogyakarta dengan BPBD 

Kabupaten D.I. Yogyakarta dapat menggunakan pengukuruan Indikator Kinerja Kunci 

Macro/Outcome. Namun demikian, dikarenakan hasil penilaian IKK Macro ini secara resmi 

disampaikan pada bulan Maret maka yang bisa diperlihatkan dalam laporan ini adalah 

perbandingan evaluasi kinerja untuk tahun 2020, sebagai berikut: 

Data 3.7. Perbandingan Evaluasi Kinerja dengan OPD BPBD Kabupaten/Kota  

di D.I. Yogyakarta Tahun 2020 

No. IKK Macro/Outcome Satuan 

Kabupaten 

Gunung 

Kidul 

Kabupaten 

Bantul 

Kabupaten 

Kulon 

Progo 

Kabupaten 

Sleman 

Kota 

Yogyakarta 

1 Jumlah Warga Negara 

yang memperoleh 

layanan informasi rawan 

bencana 

Jumlah 313.514 1.377.636 1.125 902.817 190.481 

2 Jumlah Warga Negara 

yang memperoleh 

layanan pencegahan dan 

kesiapsiagaan terhadap 

bencana 

Jumlah 313.514 954.706 965 902.817 1.145 

3 Jumlah Warga Negara 

yang memperoleh 

layanan penyelamatan 

dan evakuasi korban 

bencana 

Jumlah 129.250 3.346 1.302 41.909 412 

 

   Jika dilihat dari data diatas, diketahui bahwa untuk indikator jumlah warga 

negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dan jumlah warga negara 

yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, BPBD Kota 
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Yogyakarta masih berapa pada posisi ke-4 dibandingkan empat Kabupaten lain di DIY 

dalam hal jangkauan/cakupan layanan. Dimana Kabupaten Bantul ada pada posisi 

pertama, Kabupaten Sleman diposisi kedua, Kabupaten Gunungkidul diposisi keempat, 

dan Kabupaten Kulon Progo diposisi kelima. Untuk itu kegiatan Komunikasi, Informasi, 

Edukasi (KIE) penanggulangan bencana dan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan 

bencana di Kota Yogyakarta perlu ditingkatkan. 

   Sedangkan untuk indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan 

penyelamatan dan evakuasi korban bencana tidak dapat diperbandingkan karena 

pelaksanaannya tergantung kejadian bencana dimasing-masing Kabupaten/Kota.    

  

3.3.3 Pemulian Jenazah Prosedur Keselamatan Covid-19 

   Pada tahun 2021, salah satu fokus penanggulangan bencana yang 

dilaksanakan oleh BPBD Kota Yogyakarta, selain kejadian bencana alam, adalah 

penanganan pandemi Covid-19. Pengelolaan penanganan pandemi Covid-19 di Kota 

Yogyakarta didasarkan pada Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2021 

Tanggal 4 Januari 2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) Kota Yogyakarta. Perbedaan mendasar dalam penanganan 

pandemi Covid-19 di Kota Yogyakarta pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 

ada pada mekanisme pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Pada tahun 2020, 

pengelolaan BTT terpusat pada BPBD Kota Yogyakarta, sedangkan pada tahun 2021, 

sesuai dengan Perwal Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah bahwa pengelolaan BTT 

terdesentralisasi ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Dengan adanya 

kebijakan baru terkait pengelolaan BTT ini, pada tahun 2021,  kegiatan penanganan 

pandemic Covid-19 yang dilaksanakan oleh BPBD difokuskan pada kegiatan pemulian 

jenazah prokes Covid-19 dan kegiatan dekontaminasi pada area perkantoran/balaikota 

dan area umum/publik dengan tetap berkoordinasi dengan tetap melaksanakan fungsi 

koordinasi lintas sektoral. Gambaran pelaksanaan kegiatan pemuliaan jenazah prokes 

Covid-19 dan kegiatan dekontaminasi oleh BPBD selama tahun 2021 adalah sebagai 

berikut: 

A. Pada tahun 2021, terdata sebanyak 1.216 layanan pemulian jenazah prokes Covid-

19 yang dilakukan oleh BPBD. Rata-rata pemulian jenazah yang dilaksanakan oleh 

BPBD setiap bulan ada 52 layanan dengan lonjakan kasus pada bulan Juni – Agustus 

dan penurunan di bulan September – Desember. Secara lebih lengkap layanan 
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pemulian jenazah prokes Covid-19 oleh BPBD digambarkan pada grafik dibawah ini. 

Gambar 3.9. Grafik Layanan Pemulian Jenazah Covid-19 per Bulan Tahun 2021 

  

Pelaksanaan layanan pemulian jenazah prokes Covid-19 didukung oleh 24 orang 

personil TRC dan 16 orang personil pengemudi mobil jenazah. Namun dengan 

adanya lonjakan kasus kematian akibat Covid-19 pada bulan Juli – Agustus dan 

keterbatasan personil pelaksana layanan pemulian jenazah prokes Covid-19, 

diperlukan strategi khusus agar pemulian jenazah prokes Covid-19 tetap terlaksana 

melalui kerjasama dengan relawan wilayah untuk melaksanakan layanan pemulian 

jenazah prokes Covid-19.           

B. Kegiatan dekontaminasi yang dilaksanakan BPBD Kota Yogyakarta bekerjasama 

dengan PMI Kota Yogyakarta, antara lain dilaksanakan pada area shelter pasien 

Covid-19, area balaikota, dan area pelaksanaan vaksin massal. Sedangkan untuk 

kegiatan dekontaminasi di wilayah Kemantren, dilaksanakan oleh relawan dengan 

fasilitas sarana dan prasarana dekontaminasi semisal bahan sanitizer dan alat 

semprot disediakan oleh BPBD.  

     

3.3.4 Analisa Keberhasilan/Kegagalan 

Dari deskrip capaian indikator kinerja dan pelaksanaan kegiatan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa secara keseluruhan kinerja BPBD Kota Yogyakarta tahun 2021 

berpredikat sangat baik dengan capaian indikator kinerja berupa Indeks Kapasitas 

Daerah dalam Penanggulangan Bencana 88,46% atau tercapai 100% dari target. 

Diketahui juga faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan pencapaian 

kinerja adalah sebagai berikut: 

A. Faktor Pendorong 
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 Potensi SDM personil dalam peanggulangan bencana; 

 Potensi Kampung Tangguh Bencana dalam penanggulangan bencana; 

 Potensi kerjasama lintas sektoral, baik pemerintah maupun non pemerintah, 

dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana; dan 

 Pengetahuan dan pemahaman eksekutif dan legeslatif dalam pengelolaan 

bencana meningkatkan dukungan dalam pelaksanaan program penanggulangan 

bencana.  

B. Faktor Penghambat 

 Dokumen Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana belum 

ter-update; 

 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berpengaruh pada 

kegiatan-kegiatan sosialisasi, simulasi dan pelatihan kesiapsiagaan bencana; dan  

 Dampak pandemic Covid-19 yang mengharuskan refocusing dan efisiensi 

anggaran diprioritaskan untuk penanganan Covid-19.    

 

3.4 Realisasi Anggaran 

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 89,04% dari total 

anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 89,00% 

sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 90,82%. Jika dikaitkan antara 

kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik 

dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang 

disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2021 mencukupi. 

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai 

program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 3.4. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per SasaranTahun 2021 

No Sasaran Indikator 

Kinerja Anggaran 

Target Realisasi % Realisasi Pagu (Rp) Realisasi (Rp) 
Realisasi 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Sasaran Strategis : Kapasitas 

Daerah dalam 

Penanggulangan Bencana 

Meningkat 

Indeks Kapasitas daerah 

dalam Penanggulangan 

Bencana 

88,46% 88,46% 100%    

2 Program Penanggulangan 

Bencana : Kesiapsiagaan atas 

bencana meningkat 

Persentase kampung tangguh 

bencana 

76,92% 76,92% 100% 4.809.131.484 4.463.442.368 92,75 

3 Program 

Penanggulangan 

Bencana : Penanganan 

kedaruratan bencana 

berjalan optimal 

Persentase korban bencana 

skala kota yang dievakuasi 

dengan menggunakan sarana 

dan prasarana tanggap 

darurat lengkap 

100% 100% 100% 4.452.030.217 3.667.004.674 82,37 

Persentase bantuan 

rehabilitasi dan rekonstruksi 

yang diberikan pada 

kerusakan akibat bencana 

sesuai hasil verifikasi 

100% 100% 100%         460.553.040 443.645.795 96,33 

Jumlah  9.721.714.741   8.574.092.837  88,20 
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Tabel 3.8. Analisis efisiensi 
 

No Sasaran Indikator 

% Capaian 

Kinerja 

(≥100%) 

% Penyerapan 

Anggaran 

Tingkat 

Efisiensi 

1 2 3 4 5 6 = (100%-5) 

1 Sasaran Strategis : Kapasitas 

Daerah dalam 

Penanggulangan Bencana 

Meningkat 

Indeks Kapasitas daerah dalam 

Penanggulangan Bencana 

100   

2 Program Penanggulangan 

Bencana : Kesiapsiagaan 

atas bencana meningkat 

Persentase kampung tangguh 

bencana 

100 92,75 7,25 atau  

Rp 348.689.116 

3 Program Penanggulangan 

Bencana : Penanganan 

kedaruratan bencana 

berjalan optimal 

Persentase korban bencana 

skala kota yang dievakuasi 

dengan menggunakan sarana 

dan prasarana tanggap darurat 

lengkap 

100 82,29 17,71 atau  

Rp 788.428.791 

Persentase bantuan rehabilitasi 

dan rekonstruksi yang diberikan 

pada kerusakan akibat bencana 

sesuai hasil verifikasi 

100 96,33 3,67 atau  

Rp 16.884.245 
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Analisis Efisiensi 

Dari tabel 3.6. Analisi Efisiensi, diketahui bahwa capaian realisasi indikator sasaran 

strategis telah mencapai 100% (sesuai target). Dan capaian realisasi indikator program yang 

telah mencapai target kinerja adalah 3 (tiga) indikator, dengan tingkat efisiensi sebagai 

berikut: 

1. Sasaran Persentase kampung tangguh bencana Telah mencapai kinerja sebesar 100% 

dengan efisiensi anggaran 7,25% atau Rp 348.689.116. Efisiensi anggaran diperolah pada 

efisiensi belanja untuk kegiatan pelatihan, sehingga belanja seminar Kit pelatihan, bahan 

cetak dan penggandaan, video dokumentasi dan biaya tempat/pelaksanaan pelatihan. 

2. Sasaran Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan 

sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap mencapai kinerja sebesar 100% dengan 

efisiensi anggaran 17,71% atau Rp 788.428.791. Efisiensi anggaran diperolah dari 

honorarium dan konsumsi masyarakat untuk kegiatan pemakaman prokes Covid-19. 

3. Sasaran Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan 

akibat bencana sesuai hasil verifikasi mencapai kinerja sebesar 100% dengan efisiensi 

anggaran 3,67% atau Rp 16.884.245. Efisiensi diperoleh dari pelaksanaan rehab rekon 

pemukiman yang rusak akibat bencana dimana nilai kerusakan yang ditimbulkan masih 

tercover dalam anggaran.   

 

3.5 Inovasi 

Pada tahun 2021, ada dua bentuk inovasi yang dilakukan oleh BPBD, yaitu: 

1. Inovasi yang terkait dengan layanan langsung kepada masyarakat:  

o Pembentukan KTB merupakan program inovasi yang telah dilaksanakan dari tahun 2017. 

Program ini tercetus untuk meningkatkan partisipasi dan kesiapsiagaan komunitas dalam 

penanggulangan bencana. Target BPBD Kota Yogyakarta adalah pembentukan KTB 

disemua Kampung yang ada di Kota Yogyakarta dan pada tahun 2021 sebagai kelanjutan 

tahun-tahun sebelumnya, juga dibentuk 15 KTB; 

o Pelaksanaan pemulian jenazah prokes Covid-19 bekerjasama dengan relawan di wilayah 

Kemantren; Lonjakan kasus kematian akibat Covid-19 pada bulan Juni – Agustus, 

membutuhkan pengambilan kebijakan dan keputusan yang cepat agar layanan pemuliaan 

jenazah prokes Covid-19 tidak terganggu, sehingga dengan menggunakan anggaran 

refocusing APBD, bisa terlaksana kegiatan pemulian jenazah prokes Covid-19 yang 

dilakukan langsung oleh relawan dimasing-masing Kemantren;   

o Untuk menigkatkan kemampuan komunitas dalam penanganan Covid-19 dimasing-
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masing wilayah, BPBD mengajukan usulan pelimpahan kewenangan kepada Kemantren 

untuk dapat melaksanakan pengadaan barang dalam rangka Pengurangan Risiko Bencana 

(PRB) tingkat Kemantren yang bersifat barang pakai habis yang kemudian diakomodir 

dalam Perwal Nomor 126 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan 

Walikota Kepada Mantri Pamong Praja.      

2. Inovasi yang terkait dengan penatalaksanaan internal organisasi BPBD:  

o Sensus ulang asset KTB dan proses mutasi asset KTB dari BPBD ke Kemantren untuk 

memudahkan pemeliharaan asset tersebut; 

o Membuat mekamisme pendataan logistik kebencanaan menggunakan google drive.  

 

3.6 Kerjasama Lintas Sektoral 

Penanganan bencana yang dilaksanakan BPBD pada tahun 2021 adalah pandemi Covid-19 

sehingga kerjasama yang dilakukan pun lebih banyak pada kerjasama penanganan pandemi Covid-

19, baik dengan OPD Pemerintah Kota Yogyakarta maupun lembaga diluar Pemerintah Kota 

Yogyakarta, dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah: 

 Dekontaminasi bekerjasama dengan PMI Kota Yogyakarta; 

 Pemulian jenazah prokes Covid-19 bekerjasama dengan RS. Sardjito, Dinas Kesehatan, Dinas 

Sosial dan Kemantren; dan 

 Menerima hibah penanganan Covid-19 dari BNPB dan BPBD DIY. 
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BAB 4 

Penutup 
 

Penyelenggaraan kegiatan di BPBD pada Tahun Anggaran 2020 

merupakan tahun ke-4 dari Rencana Strategis BPBD Tahun 2017-2022. 

Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua 

pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. 

Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu 

diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. 

Hasil laporan kinerja BPBD tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dalam periode tahun 2021, capaian target dari 3 (tiga) indikator kinerja program, telah 

terpenuhi 100%, yakni indikator kinerja persentase pembentukan Kampung Tangguh Bencana 

(KTB) dari target 76,92% terpenuhi 76,92% atau tercapai 100%; indikator kinerja persentase 

korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana 

tanggap darurat lengkap dari target 100% terpenuhi 100%; dan indikator kinerja persentase 

bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan akibat bencana sesuai 

hasil verifikasi dari target 100% terpenuhi 100%. Dengan terpenuhinya seluruh capaian 

indikator kinerja program maka target indiaktor sasaran strategis berupa Indeks Kapasitas 

Daerah dalam Penanggulangan Bencana juga tercapai 100% atau sebesar 88,46%. 

2. Beberapa hal dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan pemenuhan indikator kinerja 

masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah: Berakhirnya dokumen KRB dan RPB Kota 

Yogyakarta di tahun 2022, harus menjadi prioritas dalam rencana kegiatan di tahun anggaran 

2022; belum semua sarana dan prasarana peralatan kesiapsiagaan bencana di Kota Yogyakarta 

terpenuhi berdasarkan standar nasional; pengelolangan database kebencanaan di Kota 

Yogyakarta masih bersifat manual dan sporadik yang belum terintegrasi lintas sektoral dalam 

satu system; belum optimalnya kegiatan pencegahan dan mitigasi serta gladi kesiapsiagaan 

terhadap bencana karena kendala aturan PPKM yang membatasi kegiatan tersebut; dukungan 

peningkatan kapasitas masyarakat dalam bentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana belum 

berjalan optimal.  

 

 

 

 

Bab 5 Berisi : 

 

1. Kesimpulan 

2. Rencana Tindak 

Lanjut 



53 
 

Sedangkan untuk tindak lanjut dari strategi mengatasi hambatan pada tahun 2021, 

maka di tahun 2022, BPBD telah menyususn kegiatan prioritas, yaitu: 

1. Pembentukan 15 KTB 

2. Penyusunan dokumen rencana induk kebencanaan 

3. Pemenuhan kelengkapan kerja TRC  

4. Pemeliharaan alat rescue 

5. Pemeliharaan dan pembuatan 12 unit EWS  

6. Pemeliharaan posko 1 

7. Pelatihan penanggulangan bencana sebanyak 1 kali 

8. Pembentukan 4 SPAB tingkat SD  

9. Pembentukan 4 SPAB tingkat SMP 

10. Pembuatan water level sungai di 7 lokasi 

11. Pembelian 2 unit alat telemetry 

12. Pemeliharaan gedung kantor 

13. Pelatihan TRC sebanyak 4 kali 

14. Penanganan rekonstruksi pasca kejadian bencana di 2 lokasi 

15. Rehabilitasi infrastruktur/rumah rusak akibat kejadian di 12 lokasi



 



LAMPIRAN: 

 

Lampiran 1. Struktur Organisasi 

Lampiran 2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun) 

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021  

Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Tahun 2021 

Lampiran 5. Rencana Aksi 

Lampiran 6. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya  

Lampiran 7. Penghargaan yang pernah diterima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 1. Struktur Organisasi 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA 

UPT 

SEKSI 

KEDARURATAN 

DAN LOGISTIK 

SEKSI DATA 

INFORMASI 

KOMUNIKASI 

BENCANA 

SEKSI PENCEGAHAN 

DAN 

KESIAPSIAGAAN 

BIDANG 

KEDARURATAN 

DAN LOGISTIK 

BIDANG PENCEGAHAN 

KESIAPSIAGAAN DAN DATA 

INFORMASI KOMUNIKASI 

KEBENCANAAN 

SUBBAGIAN KEUANGAN 

DAN PERENCANAAN 

EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

SUBBAGIAN UMUM 

DAN KEPEGAWAIAN 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

 

 

SEKRETARIAT 

UNSUR PELAKSANA 

 

KEPALA PELAKSANA BPBD 

UNSUR PENUNJANG 

- Instansi 

- Professional Ahli 

SEKSI REHABILITASI 

DAN KONSTRUKSI 



 

Lampiran 2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun) 
 
 

Tujuan PD 
Indikator Tujuan 

PD 
Sasaran PD 

Indikator 

Sasaran PD 

Formula Indikator 

Sasaran PD 

2017 2018 2019 2020 2021 
Target 

2022 Target 
Reali

sasi 
Target 

Reali

sasi 
Target 

Reali

sasi 
Target 

Reali

sasi 
Target 

Reali

sasi 

Tujuan Daerah 4.1 Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan            

Menurunkan 

Risiko 

Bencana 

Indeks Kapasitas 

daerah dalam 

Penanggulangan 

Bencana 

Meningkatnya 

kapasitas 

daerah dalam 

Penanggulangan 

Bencana 

Indeks Kapasitas 

daerah dalam 

Penanggulangan 

Bencana 

(50% kampung 

tangguh bencana + 30 

% evakuasi korban 

bencana + 20% 

rehabilitasi dan 

rekonstruksi) dikali 

100 

58.50 56.67 61.00 73.57 75.82 83.82 84.02 84.02 88.46 88.46 92.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 



 
 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 



 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 



 
 

 



 



 

Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Tahun 2021 

No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target 
Cara Pengukuran 

Indikator Sasaran 

Triwulan IV 
Keterangan 

Program Pagu Triwulan IV 
Keterangan 

Realisasi %   Realisasi % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Kapasitas daerah 

dalam 

Penanggulangan 

Bencana 

meningkat 

Indeks Kapasitas 

daerah dalam 

Penanggulangan 

Bencana 

88,46

% 

50% kampung 

tangguh bencana + 

30 

% evakuasi 

korban bencana 

+ 20% 

rehabilitasi dan 

88,46 100% 1. KTB yang terbentuk 
tahun 2021 adalah 15 
KTB 

2. Jumlah korban 
terdampak bencana 
alam yg dievakuasi dan 
mendapatkan 
pertolongan tahun 2021 
adalah 255 jiwa 

3. Permohonan bantuan 
untuk rehabilitasi dan 
rekonstruksi pasca 
bencana yang masuk ke 
BPBD adalah 14 
permohonan dan 
permohonan tersebut 
telah dilaksanakan 
dalam bentuk bahan 
bangunan yang bersifat 
non permanen. 

Program 

Penanggulangan 

Bencana  

9.721.714.741 8.574.092.837 88,20  

 
Mengetahui, 

Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta 

 

 

 

 

 

Drs. NUR HIDAYAT, M.Si. 

NIP. 19711119 199203 1 004 

 

 

 

 

 



Lampiran 5. Rencana Aksi Tahun 2021 

 

 

 

PERANGKAT DAERAH

TAHUN : 2021

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV

1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

Persentase kampung tangguh 

bencana
0 0 0 76,92 %         5,677,696,486 

Persentase korban bencana skala 

kota yang dievakuasi dengan 

menggunakan sarana dan 

prasarana tanggap darurat 

lengkap

100 100 100 100

Persentase bantuan rehabilitasi 

dan rekonstruksi yang diberikan 

pada kerusakan akibat bencana 

sesuai hasil verifikasi

0 0 0 100

37,00 % 74,00 % 99,00 % 100,00 %            756,419,830 

    

Pelatihan Penanggulangan Bencana (Pelatihan 

Komunikasi; Pelatihan PPGD; Pelatihan Vertical 

Rescue; Pelatihan Tenda; Pelatihan Chainsaw)

22 kali 37.00% 74.00% 99.00% 100.00%            756,419,830 

64,58 % 86,28 % 93,46 % 100,00 %         1,635,793,880 

     Operasional Pusdalops PB 12 orang 39.00% 78.00% 90.00% 100.00%            623,106,880 

    
Pusat Data dan Pengendali Operasi 

Penanggulangan Bencana yang terselenggara
12 bulan 91.00% 94.00% 97.00% 100.00%            808,687,000 

     Perawatan Peralatan Tanggap Darurat 39 unit 38.00% 81.00% 90.00% 100.00%            204,000,000 

32,60 % 64,37 % 86,52 % 100,00 %         1,646,242,849 

    
Petunjuk arah jalur evakuasi dan titik kumpul (10 

KTB dan 5 OPD)
122 buah 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%              61,000,000 

     Pembentukan Kampung Tanggap Bencana 15 KTB 30.00% 63.00% 86.00% 100.00%         1,585,242,849 

49,21 % 96,82 % 98,51 % 99,99 %            445,093,040 

     Penanganan rekonstruksi pasca kejadian bencana 2 lokasi 50.00% 100.00% 100.00% 100.00%            230,000,000 

     Pendataan kerusakan pasca kejadian bencana 50 kejadian 39.00% 70.00% 86.00% 100.00%              47,093,040 

    
Rehabilitasi infrastruktur/rumah rusak akibat 

kejadian bencana
12 lokasi 51.00% 100.00% 100.00% 100.00%            168,000,000 

27,00 % 52,00 % 100,00 % 100,00 %              22,831,500 

    
Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) rutin tanggap 

darurat
4 kali 27.00% 52.00% 100.00% 100.00%              22,831,500 

26,84 % 53,07 % 79,29 % 100,00 %         1,078,406,637 

     Asesmen dan evakuasi awal bencana 50 kejadian 28.00% 55.00% 82.00% 100.00%            663,017,199 

     Operasional mobil jenazah 6 unit 24.99% 49.98% 74.97% 100.00%            415,389,438 

81,92 % 91,36 % 98,11 % 100,00 %              92,908,750 

     Jamuan makan minum kedaruratan 2000 OH 33.00% 68.00% 93.00% 100.00%              25,080,000 

    
Logistik Non Makanan (karung, terpal, pacul, 

sekop, linggis, parang bambu, godam)
7 jenis 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%              67,828,750 

Yogyakarta,

Drs. NUR HIDAYAT, M.Si.

NIP. 197111191992031004

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No Sasaran Indikator
Target 2021

Program/Kegiatan/Keluaran
Target 2021

Anggaran

2 8

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Tolok Ukur Program/Kegiatan

88,46 88,46

Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi 

Korban Bencana Kabupaten/Kota

Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat 

(TRCBencana Kabupaten/Kota

Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan

Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana 

Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 

Kabupaten/Kota

Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 

Kabupaten/Kota

Kapasitas daerah dalam 

penanggulangan 

bencana meningkat

1 Indeks Kapasitas 

Daerah dalam 

Penanggulangan 

Bencana

88,46 88,46



 

 

 

:

:2021

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV

1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

1 Indeks Kapasitas Daerah dalam 

Penanggulangan Bencana

88,46 88,46 88,46 88,46 Persentase 

kampung tangguh 

bencana

0,00 % 0,00 % 0,00 % 76,92 % 9.721.714.741

37,00 % 74,00 % 99,00 % 100,00 % 300.742.955

1 Pelatihan Penanggulangan Bencana 

(Pelatihan Komunikasi; Pelatihan 

PPGD; Pelatihan Vertical Rescue; 

Pelatihan Tenda; Pelatihan 

Chainsaw)

19.00 kali 37.00% 74.00% 99.00% 100.00% 756.419.830

2 Pelatihan Penanggulangan Bencana 

(Pelatihan Komunikasi; Pelatihan 

PPGD; Pelatihan Vertical Rescue; 

Pelatihan Tenda; Pelatihan 

Chainsaw)

19.00 kali 37.00% 74.00% 99.00% 100.00% 756.419.830

56,12 % 76,69 % 92,86 % 99,99 % 1.905.693.880

1 Operasional Pusdalops PB 12.00 orang 39.00% 78.00% 90.00% 100.00% 623.106.880

2 Operasional Pusdalops PB 12.00 orang 39.00% 78.00% 90.00% 100.00% 623.106.880

3 Pusat Data dan Pengendali Operasi 

Penanggulangan Bencana yang 

terselenggara

12.00 bulan 91.00% 94.00% 97.00% 100.00% 808.687.000

4 Pusat Data dan Pengendali Operasi 

Penanggulangan Bencana yang 

terselenggara

12.00 bulan 91.00% 94.00% 97.00% 100.00% 808.687.000

5 Perawatan Peralatan Tanggap 

Darurat

36.00 unit 38.00% 81.00% 90.00% 100.00% 204.000.000

6 Perawatan Peralatan Tanggap 

Darurat

36.00 unit 38.00% 81.00% 90.00% 100.00% 204.000.000

7 Sarana kesiapsiagaan bencana (APD 

dan suplemen)

2.00 jenis 0.00% 0.00% 90.00% 100.00% 200.000.000

8 Sarana kesiapsiagaan bencana (APD 

dan suplemen)

2.00 jenis 0.00% 0.00% 90.00% 100.00% 200.000.000

23,62 % 42,86 % 56,26 % 64,42 % 2.602.694.649

1 Petunjuk arah jalur evakuasi dan titik 

kumpul (10 KTB dan 5 OPD)

404.00 buah 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 61.000.000

2 Petunjuk arah jalur evakuasi dan titik 

kumpul (10 KTB dan 5 OPD)

404.00 buah 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 61.000.000

3 Pembentukan Kampung Tanggap 

Bencana

15.00 KTB 30.00% 63.00% 86.00% 100.00% 1.585.242.849

4 Pembentukan Kampung Tanggap 

Bencana

15.00 KTB 30.00% 63.00% 86.00% 100.00% 1.585.242.849

5 Chainsaw KTB 15.00 unit 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0

6 Chainsaw KTB 15.00 unit 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0

7 Genset KTB 15.00 unit 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0

8 Genset KTB 15.00 unit 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0

9 HT VHF KTB 15.00 unit 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0

10 HT VHF KTB 15.00 unit 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0

11 Kendaraan Roda Tiga KTB 15.00 unit 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0

12 Kendaraan Roda Tiga KTB 15.00 unit 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0

13 Long Spinal Board KTB 15.00 unit 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0

14 Long Spinal Board KTB 15.00 unit 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0

15 Pompa Air KTB 15.00 unit 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0

16 Pompa Air KTB 15.00 unit 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0

49,52 % 97,56 % 98,86 % 100,00 % 460.553.040

1 Penanganan rekonstruksi pasca 

kejadian bencana

1.00 lokasi 50.00% 100.00% 100.00% 100.00% 230.000.000

2 Penanganan rekonstruksi pasca 

kejadian bencana

1.00 lokasi 50.00% 100.00% 100.00% 100.00% 230.000.000

3 Pendataan kerusakan pasca kejadian 

bencana

50.00 kejadian 39.00% 70.00% 86.00% 100.00% 47.093.040

4 Pendataan kerusakan pasca kejadian 

bencana

50.00 kejadian 39.00% 70.00% 86.00% 100.00% 47.093.040

5 Rehabilitasi infrastruktur/rumah 

rusak akibat kejadian bencana

12.00 lokasi 51.00% 100.00% 100.00% 100.00% 168.000.000

6 Rehabilitasi infrastruktur/rumah 

rusak akibat kejadian bencana

12.00 lokasi 51.00% 100.00% 100.00% 100.00% 168.000.000

27,00 % 52,00 % 77,00 % 100,00 % 34.191.500

1 Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) 

rutin tanggap darurat

4.00 kali 27.00% 52.00% 77.00% 100.00% 22.831.500

2 Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) 

rutin tanggap darurat

4.00 kali 27.00% 52.00% 77.00% 100.00% 22.831.500

9,46 % 18,69 % 30,78 % 68,37 % 3.415.552.317

1 Asesmen dan evakuasi awal 

bencana

50.00 kejadian 28.00% 55.00% 82.00% 100.00% 663.017.199

2 Asesmen dan evakuasi awal 

bencana

50.00 kejadian 28.00% 55.00% 82.00% 100.00% 663.017.199

3 Operasional mobil jenazah 6.00 unit 24.99% 49.98% 74.97% 100.00% 415.389.438

4 Operasional mobil jenazah 6.00 unit 24.99% 49.98% 74.97% 100.00% 415.389.438

5 Bahan pakai habis keselamatan kerja 

(sabun cair, masker medis, tisue 

basah dan kering)

4.00 jenis 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0

6 Bahan pakai habis keselamatan kerja 

(sabun cair, masker medis, tisue 

basah dan kering)

4.00 jenis 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0

7 Kelengkapan pengamanan kerja 

(Senter khusus outdor (4 quad core 

LED), Gergaji Mesin, Sepatu Boot, 

Kacamata Kedap Air, Wearpack, 

Helm Safety Rescue, Sarung Tangan 

Evakuasi, Sepatu, Deker tangan dan 

kaki, Jas Hujan)

10.00 jenis 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0

8 Kelengkapan pengamanan kerja 

(Senter khusus outdor (4 quad core 

LED), Gergaji Mesin, Sepatu Boot, 

Kacamata Kedap Air, Wearpack, 

Helm Safety Rescue, Sarung Tangan 

Evakuasi, Sepatu, Deker tangan dan 

kaki, Jas Hujan)

10.00 jenis 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0

9 Natura pelayanan penanganan 

Covid-19 (suplemen)

0.00 bulan 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 72.800.000

10 Natura pelayanan penanganan 

Covid-19 (suplemen)

0.00 bulan 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 72.800.000

11 Operasional dekontaminasi PMI 0.00 bulan 0.00% 0.00% 25.00% 100.00% 200.000.000

12 Operasional dekontaminasi PMI 0.00 bulan 0.00% 0.00% 25.00% 100.00% 200.000.000

13 Operasional petugas pemakaman 

prokes Covid-19 Kemantren

3.00 bulan 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0

14 Operasional petugas pemakaman 

prokes Covid-19 Kemantren

3.00 bulan 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0

15 Peralatan dekontaminasi sprayer 0.00 unit 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 41.300.000

16 Peralatan dekontaminasi sprayer 0.00 unit 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 41.300.000

17 Peralatan dekontaminasi vakum 0.00 unit 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 30.007.680

18 Peralatan dekontaminasi vakum 0.00 unit 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 30.007.680

19 Sarana pelayanan pemakanan 

prokes Covid-19 (APD, lakban, 

disenfektan, kantong jenazah)

4.00 jenis 0.00% 0.00% 6.00% 100.00% 792.260.000

20 Sarana pelayanan pemakanan 

prokes Covid-19 (APD, lakban, 

disenfektan, kantong jenazah)

4.00 jenis 0.00% 0.00% 6.00% 100.00% 792.260.000

10,18 % 17,80 % 23,25 % 24,77 % 1.002.286.400

1 Jamuan makan minum kedaruratan 2000.00 OH 33.00% 68.00% 93.00% 100.00% 25.080.000

2 Jamuan makan minum kedaruratan 2000.00 OH 33.00% 68.00% 93.00% 100.00% 25.080.000

3 Logistik Non Makanan (karung, 

terpal, pacul, sekop, linggis, parang 

bambu, godam)

7.00 jenis 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 67.828.750

4 Logistik Non Makanan (karung, 

terpal, pacul, sekop, linggis, parang 

bambu, godam)

7.00 jenis 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 67.828.750

5 Natura pelayanan penanganan 

Covid-19 (makanan)

6.00 bulan 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0

6 Natura pelayanan penanganan 

Covid-19 (makanan)

6.00 bulan 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0

7 Logistik penanganan Covid-19 

(Masker Fullface, Sarung Tangan 

Latex, Sarung Tangan Rubber, 

Lakban bening, Coverall 

Pemakaman, Sepatu Boot, Hazmat 

Penyemprotan, Peralatan 

Penyemprotan, Handsanitizer, 

Disinfektan)

10.00 jenis 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0

8 Logistik penanganan Covid-19 

(Masker Fullface, Sarung Tangan 

Latex, Sarung Tangan Rubber, 

Lakban bening, Coverall 

Pemakaman, Sepatu Boot, Hazmat 

Penyemprotan, Peralatan 

Penyemprotan, Handsanitizer, 

Disinfektan)

10.00 jenis 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0

Yogyakarta,

Drs. NUR HIDAYAT, M.Si.

NIP. 197111191992031004

Penyediaan Logistik Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban Bencana 

Kabupaten/Kota

Respon Cepat Darurat Bencana 

Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi 

Cepat (TRCBencana Kabupaten/Kota

Penanganan Pascabencana 

Kabupaten/Kota

Penguatan Kapasitas Kawasan untuk 

Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi 

Bencana Kabupaten/Kota

Pengendalian Operasi dan Penyediaan 

Sarana Prasarana Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

Target 2021
Anggaran

2 8

Kapasitas daerah dalam 

penanggulangan bencana 

meningkat

PROGRAM PENANGGULANGAN 

BENCANA

No Sasaran Indikator
Target 2021

Program/Kegiatan/Keluaran
Tolok Ukur 

Program/Kegiatan

PERUBAHAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TAHUN



Lampiran 6. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya 

 

No. 
Rekomendasi Evaluasi LKJ IP 

Tahun 2020 

Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun 

2020 
Keterangan 

1. Melakukan pendokumentasian 

basis data dalam penentuan 

perencanaan strategis dengan 

baik 

Menyusun dan mendokumentasikan 

meta data kinerja dan data 

penunjang lainnya, termasuk 

pengolahan data di Pusdalops dalam 

google drive 

Akses terhadap 

link bersifat 

terbatas 

2. Menyajikan data capaian kinerja 

dengan standar nasional dan 

capaian kinerja organisasi/instansi 

sejenis atau setara dalam 

penyusunan laporan kinerja 

Dilaksanakan dalam laporan kinerja 

tahun 2021 

Halaman 42 – 45  

3. Menyajikan informasi capaian 

kinerja pada Laporan Kinerja 

secara tepat dan konsisten 

Dilaksanakan dalam laporan kinerja 

tahun 2021 

 

4. Melakukan pendokumentasian 

dengan baik terhadap 

pemantauan internal berkala 

terhadap capaian atas target 

rencana aksi, baik setiap bulan, 

tribulan, maupun semester 

Dilaksanakan berdasarkan hasil 

evaluasi dari Dalbang dan Bappeda 
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	Ikhtisar Eksekutif
	Daftar Isi
	Daftar Data Dan Gambar
	BAB 1
	Pendahuluan
	1.1 Struktur Organisasi
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta jo. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tenta...
	Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.2 Fungsi dan Tugas
	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2020 menetapkan bahwa BPBD mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penanggulangan bencana.
	Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPBD mempunyai fungsi:
	1. penyelenggaraan perencanaan penanggulangan bencana;
	2. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
	3. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Badan;
	4. penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
	5. penyelenggaraan pengelolaan data informasi komunikasi kebencanaan;
	6. penyelenggaraan kedaruratan dan pengelolaan logistik;
	7. penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi;
	8. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Badan;
	9. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Badan;
	10. penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi Badan;
	11. penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
	12. penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Badan;
	13. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
	14. penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
	15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Badan.
	1.3 Isu-isu Strategis
	Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkunga...
	1. Sinergisitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara pemerintah, swasta dan masyarakat belum maksimal;
	2. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana terutama pada daerah rawan bencana belum sepenuhnya terlaksana;
	3. Belum memadainya sarana dan prasarana penanganan bencana baik secara kuantitas maupun kualitas;
	4. Belum terpenuhinya SDM yang memiliki kompetensi yang mumpuni dalam penanggulangan bencana;
	5. Belum memadainya kualitas ruang penyimpanan logistik dan peralatan kedaruratan bencana;
	6. Belum adanya standarisasi yang dituangkan dalam peraturan daerah mengenai besaran kompensasi yang diberikan atas kerusakan akibat bencana.
	1.4 Keadaan Pegawai
	1.4.1. Kondisi  Riil  Pegawai   Berdasarkan   Jabatan,   Golongan,   Tingkat   Pendidikan   dan   Jenis
	Kelamin
	Jumlah personil yang ada per Desember 2021 sebanyak 21 (dua puluh satu) orang yang terdiri dari 16 orang ASN dan 5 orang CASN. Untuk rincian personil ASN dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
	Tabel 1.1. ASN BPBD Berdasarkan Jabatan dan Golongan
	Tabel 1.2. ASN BPBD Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan
	1.4.2. Jumlah Ideal Pegawai Dibandingkan Dengan Beban Kerja
	Dibandingkan dengan Formasi Hasil Analisis Jabatan kebutuhan ASN dan Formasi Eksisting ASN di BPBD, masih mengalami kekurangan ASN sejumlah 50 personil. Gap antara jumlah personil BPBD berdasarkan Hasil Analisis Jabatan dengan Eksisting tergambar pada...
	Tabel 1.3. Rekapitulasi Pemenuhan Anjab Tahun 2021
	Dengan adanya keterbatasan personil ASN dan CASN yang ada di BPBD, maka pada tahun 2021, BPBD Kota Yogyakarta juga dibantu oleh 74 orang tenaga teknis perorangan, yang penempatan masing-masing tenaga teknis sebagai Tenaga Teknis Administrasi 3 orang, ...
	1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta menempati gedung milik Pemerintah Kota Yogyakarta, yang berlokasi di Jalan Gambiran Nomor 26, Pandeyan, Kotagede, Kota Yogyakarta dengan luas bangunan 518 m2 dan dengan kelengkapan sarana dan prasara...
	Tabel 1.4. Kelengkapan Sarana dan Prasarana BPBD
	Dengan bertambahnya kegiatan dan personil BPBD akibat perubahan struktur organisasi BPBD yang semula adalah Kantor menjadi Badan, kebutuhan akan ruang kerja dan bangunan kantor juga semakin bertambah. Selain kebutuhan ruang kerja dan bangunan kantor, ...
	Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak la...
	1.6 Keuangan
	Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPBD pada tahun 2021 berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2021 BPBD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 14.335.484.474,- dengan rincian belanja pegawai...
	1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
	Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Kota Yogyakarta tahun 2021 adalah sebagai berikut:


	BAB 2
	Perencanaan Kinerja
	1.1 Perencanaan Strategis
	Memasuki Tahun 2017, BPBD menyusun Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tahun 2017-2022. Renstra BPBD merupakan manifestasi komitmen BPBD dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. S...
	2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah
	Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir cascade RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 sebagai berikut,
	Tabel 2.1. Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022
	Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BPBD mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah untuk “Infrastruktur Wilayah Meningkat”
	2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tujuan
	Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah BPBD salama 5 tahun anggaran adalah “Menurunkan Risiko Bencana”.
	Sasaran Strategis
	Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:
	2.1.3. Strategi, Program dan Kegiatan
	Setelah menentukan tujuan dan sasaran, makalangkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.
	2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
	Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanj...
	Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA, Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
	Selain memuat Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis, Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2021 juga memuat Perjanjian Kinerja Sasaran Program, sebagai berikut:
	Pada tahun 2021, BPBD melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena mengikuti perubahan Rencana Kerja dan review Renstra 2021. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
	2.3. Rencana AnggaranTahun 2021
	Pada Tahun Anggaran 2021 BPBD melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 9.641.928.144,- dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp 2.746.208.220,- belanja barang dan jasa sebesar Rp 6.518.509.924,- dan belanja modal sebesar Rp 377.210.000...
	Melalui mekanisme perubahan APBD 2021, anggaran BPBD berubah menjadi Rp 14.335.484.474,- dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp 3.100.043.220,- belanja barang dan jasa sebesar Rp 9.638.217.174,- dan belanja modal sebesar Rp 1.597.224.080,-. Sedang...
	2.3.1. Target Belanja BPBD
	Jika dibuat dalam bentuk perbandingan alokasi masing-masing belanja, maka persentase dari masing-masing jenis belanja APBD Perubahan BPBD Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
	2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
	Anggaran belanja langsung Tahun 2021 BPBD yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:


	BAB 3
	Akuntabilitas Kinerja
	3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021
	Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2021
	3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
	3.2.1 Sasaran Strategis: Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana Meningkat
	Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana diukur dengan 1 (satu) indikator, yaitu indikator: Indeks Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana.
	Kinerja sasaran Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana Meningkat dengan indikator Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:
	Pada tahun 2021, capaian target indikator sasaran strategis BPBD telah mencapai 88,46% atau tingkat capaian 100%. Capaian ini digambarkan dalam grafik berikut:
	Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian kinerja dari tahun 2017 – 202 dapat digambarkan sebagai berikut:
	Capaian realisasi kinerja sasaran tahun 2021 dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam RENSTRA adalah sebagai berikut:
	Penetapan indikator sasaran strategis BPBD berupa Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana merupakan gambaran core bisnis BPBD sebagai instansi yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan...
	Empat aspek penanggulangan bencana inilah yang kemudian diintegrasikan kedalam indikator sasaran dan indikator program BPBD Kota Yogyakarta. Indikator sasaran berupa Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana diukur dari pemenuhan unsur 50%...
	Upaya penanggulangan bencana terus dikembangkan baik melalui mitigasi struktural maupun non struktural. Upaya mitigasi struktural diwujudkan melalui penguatan instansi pemerintah penanggulangan bencana, sedangkan upaya mitigasi non-struktural diwujud...
	Sebagaimana disampaikan pada uraian diatas, bahwa KTB adalah institusi non struktural penanggulangan bencana, maka dalam pembentukan KTB pun harus memenuhi beberapa proses/tahapan yang merupakan implemetasi dari empat aspek penanggulangan bencana, ya...
	Konsep penanggulangan bencana pada KTB adalah dari komunitas, oleh komunitas dan untuk komunitas, sehingga kesemua proses/tahapan diatas dilakukan oleh anggota komunitas/masyarakat Kampung bersangkutan dengan pendampingan BPBD melalui fasilitator wil...
	Disamping pembentukan KTB sebagai upaya penanggulangan bencana melalui mitigasi non struktural, BPBD juga melaksanakan upaya penanggulangan bencana melalui mitigasi struktural, berupa pelaksanaan evakuasi korban bencana dan pelaksanaan rehabilitasi d...
	Pada tahun 2021, target pelaksanaan pembentukan KTB, pelaksanaan evakuasi korban bencana dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana terpenuhi 100%, yang dirinci dalam data berikut ini:
	Data 3.1. Meta Data Indikator Kinerja
	3.2.2 Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan
	Dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2021, disebutkan bahwa BPBD mempunyai satu program internal (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota) dan satu program ekternal (Program Penanggulangan Bencana). Program Pena...
	Gambar 3.7. Formula Indikator Program BPBD
	Pencapaian terget indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program BPBD Kota Yogyakarta pada tahun 2021 tidak terlepas dari capain indikator kinerja sub kegiatan. Secara fisik, seluruh target output sub kegiatan BPBD Kota Yogyakarta p...
	Data 3.5. Realisasi Fisik dan Keuangan Output Sub Kegiatan Tahun 2021
	Dari gambaran diatas, dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan BPBD Kota Yogyakarta pada tahun 2021, yaitu:
	1) Pandemi Covid-19 yang selain berpengaruh pada realisasi keuangan di Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan da...
	2) Dampak ekonomi dari pandemi Covid-19, juga mengakibatkan efisiensi anggaran sehingga belum semua kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan SPM (Standar Pelayanan Masyarakat) bisa dilaksanakan secara maksimal.
	3) Keterbatasan personil TRC ketika puncak pandemi Covid-19.
	4) Pencatatan dan pelaporan asset, termasuk kondisi eksisting asset belum maksimal sehingga perencanaan pengganggaran pemeliharaan asset pun belum maksimal.
	Dan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, telah diambil langkah-langkah sebagai berikut:
	1) Pembentukan 15 KTB pada tahun 2021, sebagai salah satu indikator kinerja program, tetap dilaksanakan dengan pembatasan jumlah peserta/masyarakat yang mengikuti tahapan-tahapan pembentukan KTB. Tahapan pembentukan KTB terutama diikuti oleh relawan, ...
	2) Beberapa kegiatan yang terkait SPM digabung pelaksanaannya dengan kegiatan lain yang serumpun, semisal kegiatan pelatihan dan sosialisasi yang digabung dengan kegiatan pembentukan KTB, sehingga esensi atau pokok implementasi SPM tetap terlaksana.
	3) Keterbatasan personil diatasi melalui pelibatan relawan dan penguatan kerjasama lintas sektoral dalam penanganan pemulian jenazah prokes Covid-19.
	4) Perbaikan mekanisme pencatatan dan pelaporan asset dan menyusun prioritas pemeliharaan asset yang terkait dengan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
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	3.4 Realisasi Anggaran
	Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 89,04% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 89,00% sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 90,82%. Jika dikaitk...
	Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:
	3.5 Inovasi
	Pada tahun 2021, ada dua bentuk inovasi yang dilakukan oleh BPBD, yaitu:
	1. Inovasi yang terkait dengan layanan langsung kepada masyarakat:
	o Pembentukan KTB merupakan program inovasi yang telah dilaksanakan dari tahun 2017. Program ini tercetus untuk meningkatkan partisipasi dan kesiapsiagaan komunitas dalam penanggulangan bencana. Target BPBD Kota Yogyakarta adalah pembentukan KTB disem...
	o Pelaksanaan pemulian jenazah prokes Covid-19 bekerjasama dengan relawan di wilayah Kemantren; Lonjakan kasus kematian akibat Covid-19 pada bulan Juni – Agustus, membutuhkan pengambilan kebijakan dan keputusan yang cepat agar layanan pemuliaan jenaza...
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	3.6 Kerjasama Lintas Sektoral
	Penanganan bencana yang dilaksanakan BPBD pada tahun 2021 adalah pandemi Covid-19 sehingga kerjasama yang dilakukan pun lebih banyak pada kerjasama penanganan pandemi Covid-19, baik dengan OPD Pemerintah Kota Yogyakarta maupun lembaga diluar Pemerinta...
	 Dekontaminasi bekerjasama dengan PMI Kota Yogyakarta;
	 Pemulian jenazah prokes Covid-19 bekerjasama dengan RS. Sardjito, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Kemantren; dan
	 Menerima hibah penanganan Covid-19 dari BNPB dan BPBD DIY.
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